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KATA PENGANTAR

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama dalam mengukur
capaian pembangunan hukum di Indonesia. Hasil pengukuran IPH memegang peranan
krusial untuk memetakan keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam
pembangunan bidang hukum. Melalui pendekatan berbasis data, hasil IPH
mengintegrasikan data administratif dari kementerian/lembaga, survei responden,
serta wawancara mendalam dengan akademisi dan praktisi guna menilai capaian
pembangunan hukum. IPH juga berfungsi sebagai salah satu rujukan dalam
menentukan arah perbaikan yang sistematis demi mendorong ketercapaian
pembangunan hukum di masa depan.

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum
Nasional melaksanakan pengukuran IPH Tahun 2024 sebagai upaya evaluasi terhadap
capaian kinerja pembangunan hukum sepanjang tahun 2024. Pengukuran IPH
dilakukan terhadap 5 (lima) pilar yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan
hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Hasil pengukuran
IPH Tahun 2024 mencatat skor 0.68, sesuai dengan yang ditargetkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hasil
pengukuran IPH Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai yang
mencerminkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti tingkat kepatuhan aparat
penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku; tingkat pengembangan kapasitas
personil penegak hukum; persentase orang tidak mampu yang menerima layanan
pembebasan biaya perkara (prodeo); dan tingkat penggunaan informasi hukum
sebagai rujukan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang
masih perlu diatasi yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum;
kesesuaian  peraturan  perundang-undangan  dengan  peraturan  yang
setingkat/sederajat; tingkat ketercukupan personil; tingkat efektivitas penanganan
kasus pelanggaran hak asasi manusia;, serta tingkat kemudahan penggunaan
infrastruktur atau layanan informasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi
dan berkontribusi dalam pengukuran IPH Tahun 2024 ini, baik Tim dari Indonesia
Judicial Research Society (IJRS) selaku mitra yang terlibat dalam teknis pengukuran
IPH, kementerian/lembaga terkait, akademisi dan praktisi hukum, serta perwakilan
organisasi masyarakat sipil. Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan strategis
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan
hukum di Indonesia.

dpratman Andi Agtas

iii



Tabel 2.1: Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2024............ccooiiiieiii e e 14

Tabel 2.2: Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2024...........cccooiiiiiiiimmeeeeeeeeeeeeeeee e 15
Tabel 2.3: Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2024..............cccooiiieeeiieeiie e, 16
Tabel 2.4: Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2024............ccccooiiiieeenieiiii e, 18
Tabel 2.5: Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2024........................ 21
Tabel 2.6: Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilal..........coooiiiiiiie e eeeen e 22
Tabel 2.7: Persebaran Responden di Setiap ProVinSi...........oovieiiiiiiccciii i eemee e 23
Tabel 2.8: Daftar Wawancara Pakar......... ... 24
Tabel 2.9: Kategori Penilaian IPH 2025............cooiiiiiiiie e eeeeeeeee e 26
Tabel 2.10: Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2025...............cccooviieeeeieieiiieeeeeeee, 27
Tabel 3.1: Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2024................ccovemeeennnn.ll 61
Tabel 3.2: Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2024.............ooooeiiiiiccciin e e eaeena) 62
Tabel 3.3: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2024..................cccceeee. 63
Tabel 3.4: Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat Tahun 2024...............ccccooveeeereeieiieeeeens 64
Tabel 3.5: Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin..............ccccoevveeeereeens 65
Tabel 3.6: Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undadhalang Pelayanan Publik....66
Tabel 3.7: Tingkat Pelanggaran HAM Tahun 2024...............ooouiiirieiiiiiiiiie e eeeeeeeevviemmeeeeeeannd 67
Tabel 3.8: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2024..................ccoceeeennnnn. 68
Tabel 3.9: Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku.....69
Tabel 3.10: Daftar Undangndang yang Disahkan Tahun 2024..................coviiieeevviiieeeennnn. 71
Tabel 3.11: Keadaan Perkara di Tingkat MA dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan
HIAMUN 2024..........ooieee iSO S SR S 84
Tabel 3.12: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Mahun 2024................oooooonon e icooeoon e A RS R R ety 84
Tabel 3.13: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
ANUN 2024 SRR 84

Tabel 3.14: Peristiwva Pelanggaran HAM Berat yang Diselidiki Komnas HAM hingga Tahui@®24

Tabel 3.15: Jumlah Pemulihan Ha#ak Korban Pelanggaran HAM Berat oleh LPSK berdasarkan
PEIISTIWAL ...ttt m et e e e e e et anr e e e 114

Tabel 3.16: Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2024........co.oeeuiei i e e aaeen e 143

iv



Grafik 3.1: Pemahaman Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Nedgdra

Grafik 3.2: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Sipil dan Politik).......... 42
Grafik 3.3: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
............................................................................................................................. 43
Grafik 3.4: Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukudd
Grafik 3.5: Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM...............ccccvveeee.. 45
Grafik 3.6: Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan.HAM................. 46
Grafik 3.7: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif..................ceveeeeeinnnnnnn 47
Grafik 3.8: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum.................ccoovieeeiiiiiiininnnnne. 48
Grafik 3.9: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perkawinan Anak..................oovieeeiviiivnnnnnns 49
Grafik 3.10: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Antisuap dalam Pelayanan Publik............. 50
Grafik 3.11: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban................ 51
Grafik 3.12: Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum....................ccc...... 52
Grafik 3.13: Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami..............cooooiiiiccii e 52
Grafik 3.14: Cara Penyelesaian Permasalahan HUKUmL..............ooooiiiiic e 53
Grafik 3.15: Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum................ccoooceeiieiiiieeennnnns 55
Grafik 3.16: Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga
HUKUM ...oovvninnnnnsseeeeeeeeeeeeemnns s .. . s 56
Grafik 3.17: Persepsi Publik terhadap Kepolisian..............ccooooiimi e eeeeeeeeeeeee e, 57
Grafik 3.18: Persepsi Publik terhadap Kejaksaan..........ccccoeeiiiiiieeeniieiiieciiiie e eeeseeeeie e 58
Grafik 3.19: Persepsi Publik terhadap Pengadilan..............c..ooooiiieeeiiiii e 59
Grafik 3.20: Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan................c.cccccoeeceeeevevvnnnnnn. 60
Grafik 3.21: Data Anggaran Penanganan Perkara di MA, Kejaksaan, Bareskrim Polri dan Pembinaan
Warga Binaan di Ditjen PAS Tahun 2024...............oooiiiiiieamiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeieeeanees 79
Grafik 3.22: Data Perkara yang Masuk dan yang Selesai Ditangani di MA, Kejaksaan dan Kepolisian
RITahun 2024.................oonunsnes SRS e 80
Grafik 3.23: Nilai Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran................ 81
Grafik 3.24: Jumlah personel Penanganan Perkara dan Petugas Pembinaan Warga Binaan Tahun
2024......cccceuveieeieeieneneenennnnsnnnnndad 0 a0 EER P e« el 83
Grafik 3.25: Jumlah personel yang Membutuhkan dan Menerima Pelatihan Dasar dan Lanjutan
Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen.BAS............cccoooevieeeeeen. 85
Grafik 3.26: Nilai Indeks RB dan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 di MA, Kejaksaan,
Kepolisian, dan Direktorat Jenderal PAS...... ... eeeens 89

Grafik 3.27: Jumlah Satker di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang Memenuhi Standar Minimum Sarana Prasarana Penyandang

Disabilitas dan Sistem Peradilan Anak dam.............coovviiiiiioceiiieiiiinee e eens 91
Grafik 3.28: Skor Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen

PeMASYarakatan...........oouvuuiiiiiii e ieeeice et e e e e e 91
Grafik 3.29: Jumlah Putusan Uji Materiil yang Memerlukan Tindak Lanjut dan Sudah

Ditindaklanjuti Periode Tahun 202Q024...............coooiiiiiiiiice e, 96



Grafik 3.30: Perkara yang Berhasil dan Gagal Diversi Tahun 2024 di Kepolisian, Kejaksaan, dan

PenQadilan.............uiiiiiiiiii e e e e an e e e e aaaaa 102
Grafik 3.31: Penanganan Perkara dengan Pidana Bersyarat (Pasal 14 haditUs#P) Tahun 2024
........................................................................................................................... 103
Grafik 3.32: Jumlah Perkara Pidana yang Memuat Restitusi Tahun 2024..............c............ 104
Grafik 3.33: Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Komnas HAM dan yang Telah Ditindaklanjuti
oleh Adressat Tahun 2024............uuiiiiiiee e 105
Grafik 3.34: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan dan Ditindaklanjuti untuk Pemulihan Korban
Pelanggaran HAM Berat hingga Tahun 2024...............uuuuiiiimmmees 1

Grafik 3.35: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan Komnas HAM hingga Tahun 2023 per Pgtiztiwa

Grafik 3.36: Jumlah Permohonan dan Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di
Lingkungan Peradilan Tahun 2024.............oouuiiiiiii e 115

Grafik 3.37: Jumlah Permohonan dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahunl2624

Grafik 3.38: Jumlah Permohonan dan Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan
Tahun 2024........ccoooiiiiieceeceene e cemanaat SRR 117

Grafik 3.39: Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun.2024...... 118
Grafik 3.40: Jumlah Tuntutan dan Putusan terkait Masa Hukuman Pidana Penjara Perkara Tindak

Pidana Korupsi Tahun 2024.........ccooiiiiiieeiiiiimme e reme e e e eeaa s 119
Grafik 3.41: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun
2024......ccccuueeeiiiienieeeeeimnnnnnnssssnsnns iR L 120
Grafik 3.42: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi
AU 2024.........ccoeeeaaaaaaana i £ S a4 e 121
Grafik 3.43: Sentencing Rate KPK terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024
........................................................................................................................... 122
Grafik 3.44: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh Kejaksaan 5 Tahun Terakhir
(20202024).........oeeeeeeeeeeeeeeaanceanns o S0 020 1000 St S 123
Grafik 3.45: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh KPK 5 Tahun Terakhir (2020
2024)........cccooeeeeeeeeeeeeenemmmneeeeneonssad oSS 123
Grafik 3.46: Konsistensi Putusan Pidana Tipikor pada Tingkat Kasasi Tahun.2024............. 124
Grafik 3.47: Jumlah Permohonan dan Putusan Praperadilan Tahun 2024.......................... 125

Grafik 3.48: Jumlah Pengaduan dan yang Terbukti/Terdapat Rekomendasi terkait Pelanggaran
Fair Trial di Lingkungan Peradilan yang Diterima MA, Ombudsman, Komnas HAM,

Kejaksaan, dan Kepolisian Tahun 2Q24...........ccooviiiiiieme e 127
Grafik 3.49: Jumlah Tahanan yang Overstaying di Rutan Tahun 2024...............c.ccoceeeeee. 128
Grafik 3.50: Jumlah Permohonan dan Eksekusi Perdata di Badan Peradilan Umum dan Badan

Peradilan Agama MA Tahun 2024............cooooiiiiiiii e 129
Grafik 3.51: Jumlah Putusan Pidana BHT dan Eksekusinya di Tahun.2024....................c.... 130
Grafik 3.52 : Jumlah Permohonan dan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (TUN) di Tahun 2024

........................................................................................................................... 131
Grafik 3.53 : Persentase Residivisme/yang Mengulangi Tindak Pidana dalam 2 Tahun Ter&Bhir
Grafik 3.54: Penilaian Ketersediaan Informasi HUKUM...............ccooviiieeeen e 14
Grafik 3.55: Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum................cccoevvevvnnnnnnn. 136
Grafik 3.56: Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum Offinkne........................ 138

Grafik 3.57: Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum Luring



(Offline)- Daring (ONlINE).........cuuuiiiiiiiiiii ettt eeenas e bbnennnnnnne 139

Grafik 3.58: Persentase Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat...................ccceeevvvenene. 141
Grafik 4.1: Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH 202024............ccocoveiiiieeeens 152
Grafik 4.2: Nilai Per Variabel Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH-Z0224................. 153



Gambar 1.1: 8 (Delapan) Misi PEMBDaNQUNAN.............oiieiiiiiceeie e e vmmme e e e eaea s 4

Gambar 1.2: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RPJMN
20252029.......0000uunnnnrnnneeeeeeeeeeesanaesaasasssssssssssss SRR <

Gambar 3.1: Bagan Mekanisme SPHT..........oooiiiiiiii ittt eaeeeaaesesaesaeeennnennes 143

viii



APH

ASN

BHT

BPHN

BPS

CAPI

Dirjen Badilag
Dirjen Badilum
Ditjien PAS
DPR

Hak Ekosob
Hak Sipol
HAM

IKPA

IPAK

IPH

IPI

IT

K/L
KemenPANRB
Komnas HAM
KKN

KP

KPK

KTP

KUHP

Lapas

Aparat Penegak Hukum

Aparatur Sipil Negara

Berkekuatan Hukum Tetap
BadanPembinaan Hukum Nasional

Badan Pusat Statistik

ComputerAssisted Personal Interviewing
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak Sipil dan Politik

Hak Asasi Manusia

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indeks Persepshntikorupsi

Indeks Pembangunan Hukum

luran Pengembangan Institusi

Informasi Teknologi

Kementerian/Lembaga

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KomisiNasional Hak Asasi Manusia
Korupsi Kolusi Nepotisme

Kegiatan Prioritas

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kartu Tanda Penduduk

Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Lembaga Pemasyarakatan



LHKPN LaporanHarta Kekayaan Pejabat Negara

LPH Lembaga Penegak Hukum

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

MA Mahkamah Agung

MK Mahkamah Konstitusi

NKA Nilai Kinerja Anggaran

OMS Organisasi Masyarakat Sipil

Perpol PeraturanKepolisian

Perpres Peraturan Presiden

Polri Kepolisian Republik Indonesia

PP Peraturan Pemerintah

Prolegnas Program Legislasi Nasional

ProP Proyek Prioritas

Psukarda Pusat Pertukaran Data

PTN PerguruanTinggi Negeri

PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara

Pusiknas Pusat Informasi Kriminal Nasional

PUU Peraturan PerundangJndangan

RB Reformasi Birokrasi

RI Republik Indonesia

RJ Restorative Justice

RPJMN . RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rupbasan . Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan
RUU : Rancangan UndangJndang

Rutan : Rumah Tahanan

Sarpras . Sarana Prasarana

Satker . Satuan Kerja

SDGS . Sustainable Development Goals



SKKRHAM . Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

SPPA :  Sistem Peradilan Pidana Anak

SPPT TI . Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informe
SPT : Surat Pemberitahuan

Stranas PPK . Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SWOT . Strength, Weakness, OpportunigganThreat

THIS . Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Tipikor :  Tindak Pidana Korupsi

TPPU . TindakPidana Pencucian Uang

TUN . Tata Usaha Negara

UU ITE :  UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU SPN . UndangUndang Sistem Perencanaan Pembangunan

UUD NRI . UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia



BAB |

MEMAHAMI INDEKS
PEMBANGUNAN HUKUM
DI INDONESIA



A.

BAB |
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Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama yang digunakan untuk
mengukur kinerja pembangunarbidang hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020
2025. Saat ini, penghitungan IPH telah memasuki periode ketiga untuk menilai kinerja dan
capaian pembangunan hukum tahun 2024. Melalui penghitungan IPH, dapat membantu
pemerintah untuk memahami kondisi, tatangan, dan kemajuan pembangunan hukum saat ini
dan melihat dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, IPH juga merupakefs bagi pemerintah
untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang pembangunan hukum.

Konsep kebijakan berbasis data/bukteyidence based poli¢yelah dikenal luas sebagai
pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menekankan penggunaan pada data, bukti
empiris, serta hasil riset yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijak&elain itu, pendekatan kebijakan
berbasis bukti juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efektif, dan
efisien dalam melahirkan kebijakaikebijakan yang inklusif dan berdampak kela
masyarakat. Manfaatnya juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
dan efektif serta peningkatan kualitas kebijakan dan program pembangunan.

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU SPPN) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan
penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui pengumpulan data dan informasi yang tepat
untuk menilai pencamian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Penggunaan data dan
informasi sebagai alat ukur untuk penyusunan kebijakan semakin berkembang sejak terbitnya
beberapa regulasi yang mengharuskan penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan
secara transparan,akuntabel serta disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan yang
sekurangkurangnya meliputi: i) indikator masukanirfput); ii) indikator keluaran gutput), dan
(iii) indikator hasil/manfaat! Indikator kinerja yang terukur ini diperlukan untuk penyusunan
arah kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunar?. Selanjutnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi
tonggak untuk mendukung terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan dalam konteks penyusunan
kebijakan baik ditingkd pusat dan daerah.

1. Konsep Indeks Pembangunan Hukum
IPH dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pertama kali pada tahun 2013
sebagai indikator untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional dalam
RPJMN 2012019. Sejak pertama kali dikembangkan, kerangka pikir dan metodologi IPH
terus disempunakan sampai tahun 2022 (empat tahap)Pengembangan struktur IPH

1 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97.

2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88.

s Pengembangan IPH periode kesatu, kedua, ketiga, dan keempat serta Pengukuran IPH Tahun 2020, 2021, dan 2022

dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga
Demografi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LD FEB Ul), serta melibatkan para pakar dan perwakilan masyarakat sipil.



tersebut didasarkan pada beberapa landasan teori, yakni : i) Teori sistem hukum oleh

Lawrence M. Friedman; ii) Teori negara hukum, serta prinsip dan konsep negara hukum

Indonesia bersumber Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; serta iii) Teori hukum

pembangunan oleh Mochtar KusumaatmadjaDengan demikian, struktur IPH terdiri dari 5

(lima) Pilar, yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum,

serta Informasi dan Komunikasi Hukum yang mencerminkan komponen yang diperlukan

dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan. KBiag-masing pilar kemudian
diturunkan melalui variabel dan indikator yang menggambarkan keseluruhan
pembangunan hukum tersebut

IPH hasil pengembangan telah digunakan untuk mengukur kinerja dan capaian
pembangunan bidang hukum setiap tahunnya sejak tahun 2020 sd. 2023. Pada tahun 2025
untuk pengukuran IPH tahun 2024, terjadi peralihan penanggung jawab penghitungan yang
semula berad di Kementerian PPN/Bappenas, beralih ke Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, berdasarkan pada Surat Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tah 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum.Adapun, definisi pembangunan hukum yang digunakan dalam
pengukuran IPH ini, yaitu upaya mewujudkan sistem hukum yang dilakukan secara
terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI
29 @MF pxFf i &az2=J =amentb&nguian hukumOdisusun sec&ad@®rtahap
mulai dari jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui proses perencanaan yang
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta dilakukanasackolaboratif dan
HO9JLAKAH9LA>gH & =JCM9DAL9KA E=EADACA EFSRCIE"Y
berlandaskan prinsipprinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
1=<9F?C9F/] &4 =JC=D9FBML9FA 9JLAFQ9 9 @09 H=E
berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

IPH selanjutnya didefinisikan sebagai indeks untuk mengukur capaian kinerja
pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam
pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH, yaitu:

a. sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang
dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait. Dalam hal ini, IPH mengukur kinerja pada tingkatan hasiliput) dan dampak
(outcomg@ agar mampu melihat sejauh mana pembangunan hukum memberikan
dampak kepada masyarakat. IPH juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utdtes (
Performance Indicatgr untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan hambatan
pembangunan hukum;

b. sebagai pedoman dan acuan bagi LPH dan K/L terkait dalam menyusun kebijakan
pembangunan hukum yang efektif dan efisien;

Lebih lanjut dapat mengakses: Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022 (Jakarta:
Ul Publishing, 2023), 12i 14, diakses 12 Maret 2025, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-
IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024 compressed-1.pdf.

4 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022, 15i 16.



https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf
https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf
https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf

c. menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti
terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip negara
hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum
Sebagai instrumen kebijakan, IPH memiliki peran strategis dalam menKandisi
pembangunan hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya indikator lain, IPH tidak luput
dari berbagai tantangan. Untuk memahami potensi IPH dalam membentuk masa depan
pembangunan hukum di Indonesia, diperlukan analisis yang komprehensif. Pendekatan

SWOT §trength, Weakness, Opportunity, and Thjeatenjadi alat yang tepat untuk

menelaah keunggulan yang telah dicapai, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang

dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin menghambat IPH ke depan.

Saat ini, masih ditemui berbagai tantangan untuk mengukur IPH sebagai indikator
capaian pembangunan hukum secara holistik di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya:

a. Tidak adanya konsep pembangunan hukum yang seragam sebagai acuan dalam
mengukur capaian suatu negara yang menyebabkan tidak adanya alat ukur
pembangunan hukum yang holistik memuat prinsip negara hukum berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945.

b. Terbatasnya data kinerja bidang pembangunan hukum, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif yang akurat, berkelanjutan dan dapat diakses untuk kepentingan
penyusunan kebijakan.

c. Kurangnya keterkaitan antara satu indikator dengan indikator lain yang juga
berhubungan dengan hukum, seperti Indeks Persepsi Aftirupsi (IPAK) dan Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI). Kondisi ini menyebabkan IPH belum dapat memberikan
gambaran menyeluruh éntang kondisi hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial
dan ekonomi.

d. Metode pengumpulan data yang masih bergantung pada survei masyarakat
menjadikan IPH sebagai instrumeyang mahal dan sangat bergantung pada kondisi
keuangan negara.

Di balik berbagai tantangan tersebut, pengembangan IPH telah dilandaskan pada
teori sistem hukum dan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMNDPengan begitu, IPH diharapkan mampu mencerminkan
perkembangan pembangunan hukum melalui pembangunan kompor&omponen
sistem hukum yang tercermin dalam lima pilar IPH. Seiring dengan pengembangan dari sisi
metodologi dan struktur pengukuran, IPH semakin stimpurnakan, menjadikannya
instrumen yang lebih kredibel dalam menilai pembangunan hukum di Indonesia dan
bagaimana efektivitas serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sebagai satwsatunya indikator pembangunan hukum yang komprehensif di
Indonesia, IPH memiliki peluang besar untuk menjadi referensi utama dalam perumusan
kebijakan berbasis buktigvidencebased policy di bidang pembangunan hukum. Melalui
pengukuran kelima pilar IPH, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap
kinerja pembangunan hukum, menemukenali kemajuan dan tantangan yang dihadapi,
serta merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perencamagembangunan hukum



selanjutnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan indikator hukum yang kredibel, IPH
dapat berperan dalam mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum Nasional dalam
RPJPN 20252045
Saat ini Indonesia telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 20245, yang kemudian ditetapkan melalui Undasigndang Nomor
59 Tahun 2024. RPJPN 202645 mengusung visi terwujudnya Indonesia Emas melalui 5
(lima) sasaran: 1) perapatan per kapita setara negara maju; 2) kemiskinan menurun dan
ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) intensitas emisi gas
rumah kaca menurun menujunet zeo emissior? Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045, RPJPN kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan (Gambar 1.1).
Kemudian, misi pembangunan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan
dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembgnnan® Berdasarkan hal tersebut,
arah pembangunan serta indikator pembangunan pada RPJPN menjadi pedoman dalam
penyusunan kebijakan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. IPH
menjadi salah satu indikator dari 45 (empat puluh lima) indikator utanpgmbangunan
dalam RPJPN untuk menilai capaian pembangunan hukum.

Gambar 1.1: 8 (Delapan) Misi Pembangunan
NASIONAL 1

PRIORITAS
NASIONAL 4

PRIORITAS PRIORITAS
NASIONAL 2 NASIONAL 3
kokoh ideologi P:

Demokrasi, dan Hak Asasi Manus;a
(HAM).

PRIORITAS
NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS
NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah
untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan

Melanjutkan pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif
serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi.

PRIORITAS
NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum,

dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan

Memperkuat pembangunan sumber
daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender,
serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang
disabilitas.

PRIORITAS
NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

RPJPN 2022045 kemudian diturunkan kedalam beberapa tahapan pembangunan
jangka menengah (RPJMN). Dalam penyusunan arah kebijakan di bidang pembangunan
hukum, program dan kegiatan dalam RPJMN berpedoman pada Visi dan Misi Presiden
terpilih dan juga mengacyada pilarpilar dalam IPH. Pembangunan bidang hukum dalam
RPJMN 2022029, terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yaitu 1) reformasi hukum; 2)
penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; 3) pencegahan dan
pemberantasan korupsi serta TPPU;rt& 4) transformasi sistem penuntutan daadvocaat
generaal Selain itu, pembangunan di bidang HAM diejawantahkan pada PN 1, program
HIAGJAL9K | H=F?9JMKML9E99F/ H=maskhdiprdgrank 9 F
prioritas tersebut diturunkan kembali ke dalam beberapa kegiatan prioritas yang disusun

5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-
2045, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59.

6 pemerintah RI, UU Nomor 59 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (3).



berdasarkan rekomendasi dari penilaian pilar dalam IPH, sehingga diharapkan dapat
mendukung perbaikan dan peningkatan nilai IPH dan terwujudnya sasaran pembangunan
bidang hukum. Beberapa kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Gambar di
bawabh inj.
Gambar 1.2: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam RPJMN 20252029
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B. Fenomena HukumPenting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2024

Fenomena penting ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi
pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, di mana proses pengukuran
tersebut mengidentifikasi sejumlah isu signifikan yang menjadi perhatian utama.

1. Masa Akhir Periode Pelaksanaan RPJPN 2068025 dan RPJMN 2022024 ke RPJPN
2025-2045 dan RPJMN 2022029

Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2€0®25, dan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJMN) 2ZI20¢. Berakhirnya kedua periode
dokumen perencanaan pembangunan tersebut pada tahun 2024 juga merupakan tahun
transisi bagi pelaksanaalRPJPN 2022045 dan RPJMN 2023029.

Dalam pelaksanaan setiap periode RPJPN 2@I&R5 melalui masingnasing
RPJMN, vyaitu RPIJMN 262d09, RPJMN 2042014, RPJMN 201219, dan RPJMN 2020
2024 terutama pada bidang hukum, memiliki isu strategis dan evaluasi capaiannya masing
masing. Misalnya ada dokumen evaluasi RPJMN 202d09 terdapat 3 (tiga) prioritas
pembangunan hukum, vyaitu: Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum;
Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk; dan Penghormatan, Pemenuhan, dan
Penegakan atas Hukum dan Penigszan atas Hak Asasi Manusia. Dalam hasil evaluasi

7 Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700,

8 Disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10,

9 Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987.



pelaksanaannya menunjukan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) isu utama permasalahan

pencapaian sasaran, yaittf:

a. Substansi hukum, faktor penghambatnya adalah masih belum dipatuhinya Program
Legislasi Nasional secara konsisten. Hal ini disebabkan masih mengemukanya ego
sektoral antarinstansi/lembaga, kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang
peraturan perundangundangan (egal drafte) dan masih ditemukan adanya
ketidakharmonisan antara satu peraturan perundanrgndangan dengan peraturan
perundangundangan lainnya. Proses pembentukan peraturan juga belum
terkoordinasi dengan baik sehingga tiapap institusi/lembaga eksekutif dan legislatif
belum menjadikan Prolegnas sebagai dasar atau acuan pembentukan peraturan
perundangundangan.

b. Struktur hukum, kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah
menunjukkan banyak kemajuan, namun masih perlu perbaikan kinerja yang
menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan
prinsip keadilan, cepat, mudah, murah,ah transparan. Pengawasan internal maupun
eksternal yang dilakukan oleh tigpiap institusi/lkelembagaan belum dapat
memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih
L=J<9H9L K=E9F?9L &E=DAF<MF @aA pey@ahgukadn L =J @9
wewenang yang terjadi.

c. Budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah
satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Masyarakat sebagai elemen dari suatu
sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya penegakan hukum. Dengan kondisi
penegakan hukum yang msih belum memberikan hasil yang diharapkan masyarakat,
terlebin dengan berbagai contoh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan
hukum terjadi!*

Sementara dalam pelaksanaan RPIJMN 2at®14, memiliki 3 (tiga) sasaran pokok
pembangunan nasional, yaitu: Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundahglangan;
Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; dan Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Brsih dan Bebas KKN. Adapun evaluasi capaiannya, yaitu sebagai
berikut:*

a. Proses penyusunan peraturan perundaagndangan yang transparan melalui
mekanisme konsultasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundatindangan, yang mengatur
partisipasi masyarakat dalam pembentukaperaturan perundangundangan, baik oleh
DPR maupun K/L telah melakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan
peraturan perundangundangan, namun belum berjalan optimal karena belum ada
mekanisme teknis baku sebagai pedoman bagi semua pihak. Akibatrka@sultasi

10 kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi
4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 (Kementerian PPN/Bappenas, 2009), 94-95.

11 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, 94-95.

12 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
(Kementerian PPN/Bappenas, 2015), X-7-X15.



publik hanya menjadi mekanisme formal yang diadakan secara sporadis dan seringkali
tidak menangkap aspirasi masyarakat secara utuh.

b. Permasalahan penegakan hukum utamanya disebabkan oleh lemahnya substansi
hukum dalam sistem legislasi, yang tercermin dari masih banyaknya UU yang
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mencapai 640 UU). Kondisi ini dilatarbelakangi
oleh inkapabilitas penbuat UU maupun substansi sistem hukum nasional yang
sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirilawil law,
sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolor@rdasarkan
kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala
sektor penegakan hukum, utamanya dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM,
perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum.

c. Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan
integritas aparat penegak hukum. Pembenahan sistem rekrutmen SDM penegak
hukum perlu didukung dengan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, sistem
rekrutmen dan sistem promosdan mutasi yang transparan, serta biaya operasional
penegakan hukum yang optimal. Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan
hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat
ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yay baik dan berkualitas kepada
masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses
layanan hukum yang baik dan berkualitas

d. Dalam hal pemberantasan korupsi, permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah
dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya komitmen aparatur negara di tingkat pusat
dan daerah mengenai ugya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta rendahnya
tingkat perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia belum
memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survei
nasional dan internasional yang adanenunjukkan bahwa korupsi secara umum
menghambat daya saing suatu bangsa, termasuk Indonesia. Pasca Reformasi
digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi masalah utama
yang menghambat tujuan pembangunan nasional. Tantangan pemberam@akorupsi
lainnya adalah perlunya peningkatan upaya perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri, kerja sama
antarnegara perlu ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama timbal balik.
Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga memerlukan perbaikan dalam
pengelolaan aset hasil korupsi melalui optimalisasi Rumah Penyimpanan Barang
Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), baik mencakup dasar hukum percepatan lelang
maupun sarana prasarana pemelihaan!?

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan RPJMN 20AGB19, memiliki 2 (dua) agenda
prioritas, yaitu: Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; dan Mencegah dan

Memberantas Korupsi. Hasil evaluasi pelaksanaannya, yaitu sebagai bettkut:

13 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, X7-X15.

14 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPIJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian (Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 174-176.



a.

Indeks Pembangunan Hukum menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015
2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Prognosa Indeks Pembangunan Hukum
tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel yang perkembangannya baik, yaitu
Sistem Peradilan Pidanarfak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan
Cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak
dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang
menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Pemoan tersebut menunjukkan keberhasilan
diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung
dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak
Sementara (LPAS) di 4 (empat) provinsi.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari
meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018
sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian
perkara melalui jalur Mdiasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018
dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Kendala dalam meningkatkan
Indeks Pembangunan Hukum disebabkan oleh penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Berat, yaitu 10 (sepuluh) hasil penyelidikan yarglum ditindaklanjuti ke tahapan
selanjutnya dikarenakan belum lengkapnya barang bukti yang diperlukan. Upaya yang
dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi,
perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya antikorupsi; serta pegkatan akses
terhadap keadilan.

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan peningkatan selama periode tahun
20152018, yaitu 3,59 (2015) menjadi 3,66 (2018). Prognosa IPAK tahun 2019 mencapai
3,80, Pengukuran IPAK berada pada skaleb Gsemakin tinggi artinya semakin
antikorupsi. Tidék ada angka IPAK pada tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei
tersebut. Upaya antikorupsi akan difokuskan pada strategi untuk meminimalisir praktik
suap, serta menguatkan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong
dalam rangka pencegaha praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunjukkan peningkatan
selama periode tahun 20152018, yaitu 50,06 (2015) menjadi 85,33 (2018). Prognosa
Indeks Penegakan Hukum Tipikor tahun 2019 mencapai 85,33. Penyelamatan keuangan
negara telah dakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penyelamatan
dan pengembalian keuangan serta kekayaan negara melalui pemulihan aastdt
recovery) Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi antara lain adalah koorgiasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum
belum optimal, termasuk upaya penyelamatan aset; integritas aparat penegak hukum
yang masih kurang optimal; dan beberapa peraturan yang belum diakomodir. Upaya
penegakan hukum tipikor akan difokuskan padarstegi optimalisasi pemulihan dan
pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyelurah.

15 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPIJMN 2015-2019, 174-176.



Kemudian pada tahap akhir pelaksanaan RPJPN 20035, melalui pelaksanaan
RPJMN 202Q024 memiliki 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: Penataan Regulasi;
Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Sist@mtikorupsi; dan
Peningkatan Akses terhadap Keadilan. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai bétikut:

a. Penataan Regulasi, penggunaan metodennibus lawsebagai langkah simplifikasi dan
efisiensi pembentukan PUU, pengembangatatabaseregulasi dan pengintegrasian
sistem informasi penyusunan regulasi, serta peningkatan kapasitas perancang PUU
melalui pelatihan terhadap 1.738 orang, baik di pusat maupun daerah. Capaian
Prolegnas 2022024 menunjukan 13 (tiga belas) rancangan UU usulan pentah
berhasil disahkan dan penyusunan 7 (tujuh) rancangan UU yang diintegrasikan ke
dalam substansi UU Cipta Kerja.

b. Penegakan Hukum Pidana dan Perdata, pengesahan KUHP Tahun 2023, revisi UU
Kejaksaan, revisi UU Pemasyarakatan, serta tersedianya pedoman mengadili perkara
pidana berdasarkan keadilan restoratif pada lembaga penegak hukum. Adapun dalam
upaya peningkatan peegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan Sistem
Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SHPT Dalam peningkatan
penegakan hukum perdata, dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana di
Mahkamah Agung untuk perkara dengan nilai gatan di bawah Rp500 juta, serta
peluncurane-Courtyang memungkinkan proses persidangan berbasis elektronik.

c. Penguatan Sistem Antikorupsi, dilaksanakan antara lain melalui inisiasi Program Desa
Antikorupsi, program Politik Cerdas Berintegritas, Program Kampanye Hajar Serangan
Fajar, maupun Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara
Berintegritas.

d. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, dilaksanakan antara lain melalui layanan
bantuan hukum litigasi kepada 86.149 orang selama kurun waktu 2083, layanan
bantuan hukum non litigasi sebanyak 26.619 kegiatan selama kurun waktu 2200143,
maupun pembebasan biaya perkara di pengadilan sebanyak 177.095 perkara (2015
2024). Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, diterbitkan 2.290 surat keterangan
korban pelanggaran HAM berat untuk kurun waktu 2019 hingga TW Il 2024, pengakuan
terhadap 12 (dua belas) peristia pelanggaran HAM berat, serta pemberian mandat
pemenuhan hak korban melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2623.

Berdasarkan hasil evaluasi pada setiap periode RPJMN di atas, terutama pada
bidang hukum, menunjukkan bahwa beberapa permasalahan pada isu strategis masih
ditemukan pada setiap periode pelaksanaan RPJMN, misalnya terkait penataan regulasi,
peningkatan kapaitas dan kualitas aparat penegak hukum, pemberantasan tindak pidana
korupsi hingga perluasan akses terhadap keadilan. Berbagai permasalahan tersebut
kemudian idealnya menjadi catatan evaluasi bagi penyusunan rekomendasi dan
penetapan arah kebijakan stratgis bagi pelaksanaan dokumen perencanaan
pembangunan nasional kedepannya.

16 Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024 (Kementerian
PPN/Bappenas, 2025), 534-537.

7 kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPIJMN 2020-2024, 534-537.



Oleh karena itu, memasuki periode baru dalam RPJPN 20085 terdapat 3 (tiga)

Transformasi Indonesia, salah satunya adalah Transformasi Tata Kelola, yang diarahkan
antara lain melalui kebijakan optimasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat sipil
yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat, maupun peningkatan pencegahan
pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsf. Selain misi transformasi
tersebut, juga terdapat 2 (dua) Landasan Transformasi, salah satunya adalah Supremasi
Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya
supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, darrlaedaskan HAM.

Hal tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakah:

a.
b.

Percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial;
Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta
mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif;
Transformasi Sistem Penuntutan menuj8ingle Prosecution Systedan Transformasi
Kejaksaan sebagahdvocaat Generaal
Pengawas Institusi Penegak Hukum, baik internal maupun eksternal dengan dukungan
TI;
Penguatan Sistem Pemulihan Aset melalui penerapaon-conviction based asset
forfeituredan Badan Pemulihan Aset;
Penguatan sistem pemberantasan korupsi;
Penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM
bagi K/L/D dan korporasi;
Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial;
Pembangunan budaya hukum; dan
Pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk
aparat penegak hukunt?

Sementara itudalam RPJMN 2028029 sebagai periode pertama dari RPJPN 2025

2029, terdapat intervensi kebijakan bidang hukum sebagai berikut:

a.

Reformasi hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas,
akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum yang dilakukan
melalui: (a) mendirikan Pusat legislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap
keadilan, (c) peguatan budaya hukum, serta (d) pembangunan hukum sektor

strategis;

Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang
diarahkan untuk mewujudkan sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif
serta sistematis yang dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan gerakan
pemberantasan korupsi seaa lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang

bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya antikorupsi, (c) pencegahan

18 | ihat Dokumen Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

19 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

20 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

21 | ihat Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
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tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

c. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum diarahkan untuk
mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional,
transparan, dan akuntabel dilakukan melalui penguatan kelembagaan hukum serta
penerapan dan penegakan hukum.

d. Transformasi sistem penuntutan daadvocaat generaatliarahkan untuk mewujudkan
efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia
dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara melalui: (a) penguatan kelembagaan
Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kabégraan jaksa?

Dengan demikian, penghitungan IPH pada tahun 2024 ini yang sebagalis
evaluasi dan indikator capaian pembangunan nasional bidang hukum setidaknya pada
periode RPIJMN 202R024 dapat memberikan gambaran utuh dan komprehensif serta
memberikan rekomendasi bagi arah kebijakan pembangunan hukum nasional ke depan.

Selain itu, dengn berakhirnya periode RPJMN 2062024 dan memasuki periode baru

RPIJMN 2022029, kedepannya IPH perlu disesuaikan dengan arah Kkebijakan

pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 262829 agar IPH sebag#&bolsevaluasi dan

indikator dapat memberikan mengenai capaian kinerja pembangunan hukum nasional
pada periode RPIJMN 202829, mengingat IPH maupun pilar turunannya seperti Pilar

Budaya Hukum dan Pilar Materi Hukum telah ditetapkan menjadi indikator pembangunan

bidang hukum dalam RPJPN 202945 dan RPJMN 202929.

22 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
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BAB Il
MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

A. Struktur Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024
1. Pilar Budaya Hukum

Pilar Budaya Hukum merujuk pada konsep budaya hukufeg@l culture)yang
digagas oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan,
sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari-pola
tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukterkait.
Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan,
dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum ifiBudaya hukum memiliki dua
dimensi, yaitu:

a. Internal legal culture budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas
tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara;

b. External legal culture budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat
luas.

Pada konsep budaya hukum yang digagakeh Lawrence M. Friedman, salah satu
aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum
yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat
terhadap sistem hukunt* Namun, pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki
kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan
pemahaman berarti masyarakat dapat menentukan kapan mereka berupaya mencari
perlindungan dari hukum atau justru menjauhya.

Menurut Nelken, pengetahuan kognitif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari
budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu di dalam
masyarakat. Dengan demikian ketika ada upaya pembangunan hukum dan/atau
perubahan budaya hukm yang mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat,
upaya tersebut harus merupakan upaya yang dilakukan bersama, dan bukan sebagai
tindakan dari satu pihak®

Dengan demikian, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan
aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.
Sehubungan dengan hal tersebut, struktur Pilar Budaya Hukum disusun atas variabel dan
indikator sebagai berikut:

23 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation,
1987), 14.

24 Friedman, The Legal System, 14.

% pavi d Nel ken, AUsi ng The @ustnaliae Jdurnalo df Legaé Guitdre 2€ {2004)u B,e , 0
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJILegPhil/2004/11.pdf.
®perita Prapti Rahayu et al ., ALaw Enf or cleamReform li6nNomdre Cont ext

2 (2020): 276i 289.
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Tabel 2.1: Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2024

Variabel

Indikator

1.1 Kepatutan® Hukum Masyarakat.

Mengukur sejauh mana pemahaman hukum,
kesadaran hukum, hingga kepatutan hukum

masyarakat

1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat
terkait Hak Konstitusional

1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat
terkait Mekanisme Penyelesaian
Permasalahan Hukum

1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat
terhadap Kebijakan Hukum dan HAM

1.1.4 Persentase Masyarakat yang
Menyelesaikan Permasalahan Hukum

1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhada
Lembaga Hukum

1.1.6 Tingkat Pelanggaraimalu Lintas

1.1.7 Tingkat Kejahatan

1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat
Melapor Pajak

1.1.9 Tingkat Perilaku Antikorupsi
Masyarakat

1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap
Mekanisme Dispensasi Kawin

1.2 Kepatutan Hukum?® Lembaga Hukum
Mengukursejauh mana kepatutan hukum
lembaga hukum

1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum
terhadap UndangUndang Pelayanan
Publik

1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM

1.2.3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta
Kekayaan

1.2.4 Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak
Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

27Konsep vari abel

28 Church, Examining Local Legal Culture, 6.

kepatut an

b uk p enr mbpada kandeplécal [egalccaltureé mhwia | a h
konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi
dalam sistem hukum. Lihat Thomas W. Church, Jr., Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts
(Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1982), 6, dan kepatutan hukum masyarakat merupakan
penggabungan Variabel Masyarakat Paham Hukum dan Variabel Masyarakat Patuh Hukum dari pengukuran IPH 2021
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2. Pilar Materi Hukum

Pilar Materi Hukum merujuk pada materi atau substansi hukulagal substancy
khususnya dalam wujud peraturan perundangndangan sebagai manifestasi tertulis dari
berbagai kaidah norm&?® Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur,
substansi adalah elemen dasar dari suatu sistem hukdin.

Peraturan perundangundangan sebagai pembahasan utama dari Pilar Materi
Hukum memiliki signifikansi karena suatu peraturan perundangpdangan seyogyanya
disusun dengan melihat kebutuhan hukum masyarakat. Dalam meninjau kesesuaian suatu
produk hukum dengankebutuhan masyarakat, perlu peninjauan terhadap partisipasi
masyarakat dalam pembentukannya, khususnya untuk menilai aspek akuntabilitas dan
transparansi.

Dengan demikian, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana suatu
peraturan perundangundangan dibentuk (khususnya dengan mengacu pada UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundadgdangan, sebagaimana
mengalami perubahan dengan UWomor 13 Tahun 2022). Peninjauan ini untuk
mengetahui ketaatan prosedural dalam membentuk peraturan perundangdangan dan
apakah materi yang ada dalam peraturan perundaugdangan tersebut sesuai dengan
hierarki peraturan perundangundangan dengan memperatikan UUD NRI Tahun 1945,
kesesuaian materi peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun
kesesuaian materi dari peraturan perundangndangan yang setara. Sehubungan dengan
hal tersebut maka Pilar Materi Hukum terdiri atas variabedriabeldan indikator berikut:

Tabel 2.2: Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2024

Variabel Indikator
2.1. Prosedur Pembentukan 2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi
Peraturan Perundang-undangan nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum
Yang Taat Asas masyarakat

Mengukur  kesesuaian  prograr
legislasi nasional (Prolegnas) denga
kebutuhan hukum masyarakat daf

2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan peraturan perundang

partisipasi  masyarakat  dalan] Undangan
pembentukan peraturan perundang
undangan.

2.2. Kesesuaian Materi Muatan| 2.2.1. Tingkat Kesesuaian

Peraturan Perundang-Undangan UndangUndang dengan UUD NRI Tahun 1945
Mengukur kesesuaian materi muata|
peraturan perundangundangan

2.2.2. Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah

29 Friedman mengutip L.A. Hart dalam The Legal System: A Social Science Perspective dalam menjelaskan lebih jauh
bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (primary rules) dan aturan kedua (secondary rules). Adapun,
primary rules merujuk pada norma perilaku, sedangkan secondary rules merujuk pada pengaturan atau norma lain yang
mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara memvalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma,
lihat, Friedman, The Legal System, 14.

30 Friedman, The Legal System, 14.
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Variabel Indikator

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) { danPeraturan Presiden dengan UndaAdndang
Nomor 12 Tahun 2011 serta dari sq
kesesuaian peraturan perundang 2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang
undangan, baik antara yang lebil Undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingks
rendah dengan yang lebih tingd Harmonisasi)

maupun yang kedudukannya setara.

3. Pilar Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka
sistemhukum yang digagas oleh Friedman. Friedman memandang bahwa struktur hukum
adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun
aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan
pengadilan;jumlah Hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bentuk
dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi
seharusnya menjalankan wewenangnyaDalam konteks pembangunan hukum, struktur
hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai
sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembagshaga yang
membentuk suatu sistem hukum. Lembaga ini mencakup mmadilan, badan legislatif,
agensi administratif, dan komponerkomponen lain yang berkontribusi pada berjalannya
hukum 3 Dalam struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi
institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengaditan.

Dalam mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum terbatas
kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup
Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat
menggambarkan kelembagaanebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat
dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga di atas yang kemudian dapat dilihat saling

berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar
Kelembagaan Hukum disusun atas varialdn indikator berikut:
Tabel 2.3: Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2024
Variabel Indikator
3.1. Anggaran Institusi Penegakan | 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganar
hukum Perkara
Mengukur sejauh mana pagu dan
serapan anggaran untuk penanganati
perkara serta sejauh mana anggaran
dikelola sesuai dengan prosedur
untuk menggambarkan anggaran

3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggarar

31 Friedman, The Legal System, 14.
32 Friedman, The Legal System, 14.
33 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 8.
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Variabel Indikator
institusi penegak hukum yang dapat
dikatakan baik.

3.2 Manajemen Sumber Daya 3.2.1 Tingkat Kecukupan personel
Manusia Institusi Penegakan Hukum
Mengukursejauh mana jumlah dan
kinerja personel dalam menangani
perkara yang masuk serta
peningkatan kapasitas personel 3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Sumber
dalam penanganan perkara di Daya Manusia (SDM)

institusi penegak hukum dapat
dikatakan baik.

3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana | 3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana
Pelayanan Institusi Penegakan Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan
Hukum

Mengukur sejauh mana sarana dan
prasarana yang ada dalam
mendukung jalannygpemberian
layanan di institusi penegakan hukun
memadai diberikan kepada
masyarakat secara umum maupun
dengan kondisi khusus.

3.2.2 TingkaPengembangan Kapasitas personel

4. Pilar Penegakan Hukum

Penegakan hukundapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya normanorma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan
hukum bermasyarakat dan bernegara. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa
upaya penegakan hukum perlu dipahami tak hanya sebatas kerfit =J B9 | HGDAKAGF /
legal enforcemensaja, namun juga termasuk mereformasi sistem hukuiav reform).3
Dalam konteks iniJaw reformyang mencakup juggudicial reformmerupakan penelaahan
terhadap seluruh aspek dan sistem perundanmdangan untuk mengefektifkan
perubahan di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya
untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sedang mencari keaditan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukuntaW enforcement
berbeda dengan penggunaan hukumthge use of law®* Menurutnya, orang dapat
menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,
namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan
kepentingannya sematd’ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan

34 Dinal Fedrian et al., eds., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial RI, 2012), 3.

35 Fedrian et al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia, 3.
36 Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2006), 169.
37 Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, 169.
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adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para
pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan.

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum
bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah
suatu kesatuan yang terdiri dari unstwnsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan
bekerja untuk mencapi tujuan kesatuan tersebut® Tujuan yang dimaksuddalah tujuan
hukum, yang oleh Gustav Radbruch disebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan hukuri. Pilar ini juga merangkum program
pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan
nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Penegakan Hukum disusun
atas variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.4: Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2024

Variabel Indikator
4.1. Penegakan Konstitusi 4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putus:
Mengukur sejauh manaMahkamah| Mahkamah Konstitusi (MK)
Konstitusi menegakkan prinsigprinsip
negara  hukum dan member
perlindungan maksimum terhadap
demokrasi dan hakhak dasar wargg

negara.
4.2. Keadilan Restoratif dalam |4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadil
Penegakan Hukum Restoratif dengan PrinsigPrinsip  Keadilan

Mengukur sejauh mana penyelesaig Restoratif
perkara tindak pidana melibatkan
pelaku, korban, keluarg
pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersamasama mencari
penyelesaian yang adil denga
menekankan pemulihan kembali pada
keadaan  semula, dan buka

4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restord
dalam Penegakan Hukum di Indonesia

pembalasan.
4.3. Penegakan Hukum Perkara| 4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kag
Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM

Mengukur sejauh mana penangan
pelanggaran HAM dan pelanggarg
HAM berat sesuai peratura

4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kas
PelanggararHAM Berat

perundangundangan
4.4, Akses Keadilan dalam| 4.4.1. Persentase Orang Tidak Mampu ye
Penegakan Hukum Menerima LayananPembebasan Biaya Perkar

(Prodeo)

38 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102.

39 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-
Undang (Legisprudence), Volume I: Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.
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Variabel

Mengukur sejauh mana setiap pencg
keadilan yang tidak mampu
memeroleh layanan keadilan yan

Indikator
4.4.2. Persentase Orang Tidak Mampu ye
Menerima Layanan Sidang di Luar Gedu

Pengadilan

telah ditanggung biayanya oleh negatr

4.4.3. Persentase Orang Tidak Mampu ye
Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantu
Hukum di Peradilan

4.4.4. Persentase Pemberian Bantuan Huku
Secara Litigasi dan Nonlitigasi

45.1. Persentase Keberhasilan Penuntut;

Perkara Tindak Pidana Korupsi

4.5. Antikorupsi
Mengukur sejauh mana capaia
keberhasilan  penanganan tindal

pidana korupsi.

4.5.2.Persentase Pemulihan Aset Perkara Tind
Pidana Korupsi

4.5.3. Tingkat Konsistensi Pemidanaan Tind
Pidana Korupsi

4.6. Penegakan Hukum yang sesua
Peraturan Perundang-Undangan
Mengukur sejauh mana penegaka

4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan ye
Adil

hukum dilaksanakan berdasarkar
ketentuan  peraturan  perundang
undangan agar Aparat Penegak Huku
(APH) tidak sewenangienang dalam
melaksanakan tugasnya.

4.6.2. Tingkat Penahanan Ma

Penahanan Qverstaying

Melampaui

4.7. Eksekusi Putusan Pengadilan
Mengukur sejauh mana penyelesaig

4.7.1 Persentase Eksekusi Putusan Perdata

sengketa atau dijalankannya putusa
pengadilan sehingga kewajiban ata

4.7.2Persentase Eksekusi Putusan Pidana

prestasi yang tercantum dalan
putusan dapat dilaksanakan.

4.7.3. Persentase Eksekusi Putusan TUN

4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaarj
Pemasyarakatan
Mengukur berapa warga binaan dapa
kembali ke masyarakat sebagai warg
masyarakat Indonesia yan
menghormati hukum, sadar akan

bertanggung jawab dan bergun#.

4.8.1. Persentase Residivisme

5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum adalah salah satu aspek penting dalam
mendukung kelancaran sistem hukum. Sistem informasi dakomunikasi hukum
merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik

40 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 50,
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terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakét.Keberadaan pilar ini menjadi
pendorong bagi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yaberkualitas*?Oleh
karena itu, pembangunan hukum perlu memperhatikan bagaimana kondisi informasi dan
komunikasi hukum yang dibangun oleh negara di masyarakat.

Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum
dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada indivi¢iBentuk-
bentuk informasi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): substansi hukum, kinerja
penegakan hukum, dan budaya hukufi.Informasi mengenai materi hukum mencakup
peraturan dan perundangundangan yang tengah dalam perencanaan, proses, atau telah
ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan
kasus, sementara informasi budaya hukum merakan informasi yang bertujuan untuk
memberikan sosialisasi hukum.

Kehadiran informasi hukum diharapkan mampu memberikan pendidikan hukum
kepada masyarakaf? berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum masyarakaserta
mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut,
penting untuk mengidentifikasi kondisi keberadaan informasi dan komunikasi hukum di
masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggambarkan proses pencarian dan
penggunaan informasi, dimulai dengan ketersediaan infoasi dan komunikasi hukum,
kemudian dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah
penggunaan atau pemanfaatan informa4i.

Langkah pertama untuk mengidentifikasi kondisi informasi dan komunikasi hukum
adalah mengevaluasi sejaun mana informasi hukum tersedia di lingkungan masyarakat.
Ketersediaan informasi dapat dibagi menjadi dua aspek ketersediaan konten atau
substansi informasi hukum, dan ketersediaan infrastruktur sebagai alat atau sarana
penyampaian informasi hukum yang add.Selain ketersediaan informasi, peningkatan
aksesibilitas menjadi strategi untuk mendekatkan informasi hukum yang tersedia ke
masyarakat, yang kemudian meningkatkan akses keadilan bagi puBlikkonsep
aksesibilitas informasi hukum menekankan keterjangkauan informasi hukum oleh
berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.Langkah akhir dalam proses ini adalah

41 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 (Jakarta: BPHN
Kementerian Hukum dan HAM, 2020), 101.

42 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, 101.

“B3john M. Greacen, ALegal | nf-Yoa awra t R eotnr olssizairet08yiNOAO2v(2022 : A 25
https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/.

44 Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi
bentuk informasi hukum

4SGreacen, ALegal I nformation vs Legal Advice. o

46 Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas:
Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum (Jakarta: PBHI-IJRS, 2023), 71.

47 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 64.

48Hussaini Al i, Ol ayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed, AAvailab
Law Libraries i n LibrdryeandEnfoemattom SrienicecDigést 14,,Nomor 1 (2018): 2171 31.
“Beth Bil son, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp, AReducing

I nf ormation: Establishing Access t Windsar¥earbookeof AEaeds toyustRe34,Mbnsor at Publ i
2 (2017): 991 128.
5OBiIson, Lowenberger, dan Sharp, fAReducing the 1d28ustice Gapb
SlAIi, Tuyo, dan Mohammed, fAAvailability and Access to Legal (I
Era,igl 21
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mengidentifikasi sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan. Hal ini melibatkan
penelusuran tidak hanya sejauh mana masyarakat memanfaatkan informasi hukum
sebagai rujukan hukum, tetapi juga sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan oleh
aparat penegak hukununtuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

Berdasarkan kerangka konsep informasi dan komunikasi hukum di atas, maka pada
IPH tahun 2022 pilar Informasi dan Komunikasi Hukum diperkuat dengan struktur baru.
Pada IPH tahun 2021, pilar ini hanya melihat dari segi akses dan informasi terkait
pengaduan &yanan penanganan perkara berbasis IT, di mana dua variabel tersebut belum
melihat secara utuh rangkaian informasi dan komunikasi hukum. Ada pun, struktur pilar
Informasi dan Komunikasi 2024 sama dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5: Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2024

Variabel Indikator

5.1. Ketersediaan Sistem Informasi| 5.1.1. Tingkat Ketersediaan Substansi Informs
Hukum Hukum
Mengukur sejauh man&eberadaan| 5.1.2. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informa
informasi hukum yang terdapat d| Hukum

masyarakat
5.2. Aksesibilitas terhadap | 5.2.1. Tingkat Kemudahan Pencarian Informe
Informasi Hukum Hukum

Mengukur sejauh mana informag 52 2 Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastrukt

hukum yang ada dapat dijangkay atay Layanan Informasi Hukum
oleh masyarakat

5.3 Pemanfaatan Informasi 5.3.1. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum
Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat

Mengukur sejauh mana informasi | 5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh
hukumyang ada dapat bermanfaat | APH (Pemanfaatan Sistem Peradilan Pidana
bagi masyarakat dan aparat TerpaduTeknologi Informasi/SPPT TI)

penegak hukum.

B. Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2025
1. Teknik Pengambilan Data

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2025 diukur secara komposit menggunakan 3
(tiga) metode pengumpulan data, yaitu survei masyarakatawancara pakar, dan data
administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan
untuk melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif.
Dampak tercapainya pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari laporanglesanaan
kinerja/kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga, tetapi juga dari perspektif masyarakat
dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.

IPH 2025 diukur menggunakan 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tersebar
pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak

SZBiIson, Lowenberger, dan Sharp, AReducing the ¥l28jlhdti ce
juga Indonesia, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, 64, Ps. 1 (6) dan Ps. 26.
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harus dilakukan pada setiap pilar dan masifgasing indikator dihitung berdasarkan satu
sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan indikator yang
akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses

pengembangan metodologi.

Tabel 2.6: Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilat®

Pilar Survei Wawancara | Data Administrasi
Masyarakat Pakar K/L
Budaya Hukum n - n
Materi Hukum = n n
Kelembagaan Hukum - - n
Penegakan Hukum - n n
Informasi dan Komunikasi Hukum n n n

a. Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilakukan untuk menjaring dampak pembangunan hukum
yang dirasakan masyarakat secara faktual melalui pengalaman dan persepsi
masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki
kecakapan hukum dengan kriteria berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan
metode stratified random sampling,dengan total responden berjumlah 1.366
responden. Pada proses pengumpulan data pengukuran IPH tahun 2025 sama dengan
pengukuran tahun 2023 dengan menggunakan meto@®mputerAssisted Personal
Interviewing(CAPI), yakni pelaksanaan surwgawancara dengan pewawancara yang
membaca pertanyaan dari layar komputer atau gawai dan memasukan jawaban
responden menggunakan sistem entri data lainnyadalam hal ini menggunakan
sistem dari KoboToolBox. CAPI dapat menghasilkan kualitas data yang jauh lebih tinggi
berkat pemeriksaan kesalahan otomatis dan lebih sedikit kesalahan transkripsi.

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 8 (delapan) indikator Indeks
Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat menggeneralisasi
terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat

lebih lanjut di Lampiran.

53 Penggunaan teknik pengumpulan data di masing-masing pilar merujuk kepada kebutuhan dari tiap indikator yang
ada. Misalnya, pada pilar budaya hukum melihat terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya maka

menggunakan survei kepada masyarakat.

 Andreas B e c k e n b aAsshsted Questioning:uTthe New Survey Methods in the Perception of the
Re s p o n dBMS1Bslletid of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique, Nomor 48 (1995): 82, JSTOR,

http://www.|stor.org/stable/24362144.

®sandra H. Berry et
Policy-Relevant Data for the Kurdistan
http://www.jstor.org/stable/10,7249/j.cttéwq9bd.13.

al ., fAMet hodol ogiDesignihgeiSystera foraCollectng! ect i on

Regiond Iraq

(RAND

Corporation,

2014), 43, JSTOR,
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Tabel 2.7: Persebaran Responden di Setiap Provinsi

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah
Aceh 41 Kepulauan Riau 40
Bali 40 Lampung 40
Bangka Belitung 40 Maluku 40
Banten 40 Maluku Utara 40
Bengkulu 40 Nusa Tenggara Barg 40
Daerah Istimewd 42 Nusa Tenggarg 40
Yogyakarta Timur
DKI Jakarta 41 Papua 40
Gorontalo 40 Papua Barat 40
Jambi 40 Riau 41
Jawa Barat 40 Sulawesi Barat 41
Jawa Tengah 40 Sulawesi Selatan 39
Jawa Timur 40 Sulawesi Tengah 40
Kalimantan Barat 40 Sulawesi Tenggara 40
Kalimantan 40 Sulawesi Utara 40
Selatan
Kalimantan 40 Sumatera Barat 40
Tengah
Kalimantan Timur 41 Sumatera Selatan 40
Kalimantan Utara 40 Sumatera Utara 40

b. Wawancara Pakar
Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan igu perubahan hukum.
Selain itu, wawancara pakar juga untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum
dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai berdasarkan jawaban keahlian pakar
secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data
kuantitatif, penilaian kuantitatif dikonversikan ke data kuantitatif yang nantinya akan
dihitung ke dalam imdeks.
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Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks
Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilaksanakan secara tatap muka
melalui luring ataupun daring kepada 10 (sepuluh) pakar dengan kriteria sebagai
berikut:

1) Akademisi
a) Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
b) Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 (lima belas) tahun di
salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema dalam Indeks Pembangunan
Hukum
c) Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait
d) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
2) Praktisi/Profesional/Peneliti
a) Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 tahun di salah satu
bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
c) Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan APH/ASN
3) Masyarakat Sipil
a) Memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang
advokasi bersama komunitas/masyarakat sipil
b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
¢) Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/ organisasi
aktivis sosial/lkemasyarakatan
Adapun, berikut namanama 10 (sepuluh) pakar yang telah bersedia untuk

diwawancara dalam pengukuran IPH tahun 2025, yaitu:

Tabel 2.8: Daftar Wawancara Pakar

No Nama Pakar Latar Tanggal Indikator yang
mo Belakang Wawancara Ditanyakan
r
1. | Prof. Susi Dwi Harjanti, Akademisi | 11 Agustus 2025 Indikator 2.1.1 Tingkat
S.H., LL.M Kesesuaian Program
Legislasi Nasional
2. | Dr. Muhammad Yasin, S.H Praktisi 5 Agustus 2025 | (prolegnas) dengan
M.H Kebutuhan Hukum
Masyarakat
3. | Dr. Fitriani Ahlan Sjahrif, Akademisi | 6 Agustus 2025 | Indikator 2.1.2 Tingkat
S.H.,, M.H Partisipasi Masyarakat
dalam Proses
4. | Fajri Nursyamsi, S.H., M.H Masyarakat| 8 Agustus 2025 | pembentukan Peraturan
Sipil PerundangUndangan
5. | Milda Istigomah, S.H., Akademisi | 8 Agustus 2025 | Indikator 4.2.1 Tingkat
MTCP., Ph.D Kesesuaian Kebijakan
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6. | Muhammad Tanziel Masyarakat [ 25 Agustus 2025 Keadilan Restoratif
Azhiezi, S.H Sipil dengan PrinsipPrinsip
Keadilan Restoratif

7. | Prof. Dr. Adonia Ivonne Akademisi 31 Juli 2025 Indikator 5.1.1

Laturette, S.H., M.H Ketersediaan
Substansi/Materi
8. | Muhammad Heidir, S.H Praktisi 6 Agustus 2025 | |nformasi Hukum
9. [ Indriaswati Dyah Akademisi | 8 Agustus 2025 | Indikator 5.1.2
Saptaningrum, S.H., Ph. D Ketersediaan
Infrastruktur Informasi
10, | Arsil Praktisi 5 Agustus 2025 [ Hukum

c. Data Administrasi Kementerian/Lembaga

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen yang dimiliki K/L yang
menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah.
Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian
pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian
masalah hukum pada tahun 2024 eRgumpulan data administrasi K/L mengukur 39 (tiga
puluh sembilan) indikator IPH dengan mengajukan permintaan data kepada 15 (lima belas)
K/L 3¢
Teknik Penghitungan Indeks

Indeks Pembangunan Hukum 2025 menerapkan Indeks Komposit dengan
mengintegrasikan 3 (tiga) metode perhitungan dan sumber data untuk mengukur pilar
pilar pembangunan hukum. Proses pengukuran dilakukan bertahap mulai dari tingkat
indikator, variabel, pilar hhgga menghasilkan skor IPH 2025. Seperti dengan pengukuran
tahun sebelumnya, setiap pilar menyumbang bobot yang sama besar kepada skor indeks.
a. Menentukan Skor Survei Masyarakat

1) Melakukan pengkodean dengan memberikan skor pada jawaban responden. Skor
aPA <A: =JAC9F C=H9<9 B90O9: 9F Q9 F?

LA<C

H=E: 9F? MFO9 F @QMCME/1] 1CGJ apA BACH9 E=E: =1

H=E: 9F? MF9F @MGMAK 1BAQF H HaknagAtiCterRadap 9 E
pembangunan hukum.
2) Melakukan perhitungan rataata skor yang didapat oleh setiap responden
terhadap suatu indikator
3) Menghitung ratarata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan
skor dari setiap indikator.
BY YD
0 —=
VY
Sl: Skor ratarata per pertanyaan (Skor Indikator)
RSP: Rataata skor per pertanyaan
JP: Jumlah Responden yang bisa menjawab

56 Daftar K/L yang memberikan maupun tidak memberikan data, selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran.
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b. Menentukan Skor Wawancara Pakar

1) Setiap pakar diminta untuk menilai kondisi indikator yang diajukan dengan skala
penilaian dari 0 sampai 10, Nilai "0" mengindikasikan keadaan yang sangat buruk,
sementara nilai "10" menunjukkan kondisi yang sangat baik atau ideal. Setelah
memberikan penilaan, pakar juga diminta memberikan penjelasan lebih lanjut
terkait dengan penilaian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran
kualitatif yang lebih mendalam.

2) Hasil dari penilaian pakar dikompilasi dengan menghitung ratata skor yang
diberikan oleh setiap pakar sehingga diperoleh skor gabungan dari seluruh pakar
untuk setiap indikator.

.1 Biad
YO —=
0L

Sl: Skor raterata per pertanyaan/Indikator
SR: Skor jawaban setiap pakar/responden
JP: Jumlah Pakar yang menjawab
3) Melakukankategorisasi dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara pakar
dilakukan untuk menguraikan temuartemuan penting yang mencerminkan
kondisi masingmasing pilar.
c. Menentukan Skor Data Administrasi
1) Terdapat indikator yang dihitung menggunakan suatu rumus perhitungan, di mana
komponenkomponen rumus diambil dari data administratif lembaga. Data yang
dihasilkan dari penerapan rumus tersebut berupa persentase, yang mencerminkan
kondisi indikator di masing-masing lembaga.
2) Setiap indikator memiliki rumus perhitungan berbedaeda, sesuai kebutuhan data
yang diperlukan, serta berdasarkan ketersediaan data yang ada.
3. Proses Penilaian Indeks
Skor IPH 2025 dihasilkan berdasarkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan
perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan
pendekatan skala 0,00 1,00, Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan
ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan
hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi
menjadi 5 (lima) kategori berikut:
Tabel 2.9: Kategori Penilaian IPH 2025

Kategori Angka
Sangat Kurang 0,00- 0,20
Kurang 0,21-0,40
Cukup 0,41-0,60
Baik 0,61-0,80
Sangat Baik 0,81-1,00
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Tabel 2.10: Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2025

Pilar

Kategori

Penjelasan

Budaya
Hukum

Sangat
Kurang

Kondisi ini muncul apabila masyarakat tidak memahar
terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanism
penyelesaianpermasalahan dan terkait kebijakan hukun
dan HAM. Kemudian, tidak ada masyarakat ya
menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur huku
negara. Kondisi budaya hukum yang kurang baik terk;
dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, ju
ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas da|
kejahatan sangat tinggi di dalam masyarakat.

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih san(
kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilak
antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dd
ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanism
dispensasi kawin.

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sang
kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabild
ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menja
representasi pemerintah dan lembaga hukum mas
bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentukentuk
ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhar
terhadap undangundang pelayanan publik, masil
tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhg
terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayae
Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyak
pelanggaran kode etildan perilaku oleh aparat penega
hukum.

Kurang

Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingke
pemahaman yang rendah terkait hak konstitusional, tidg
mengetahui mekanisme penyelesaiapermasalahan dan
terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sang
sedikit masyarakat yang menyelesaikan permasalah
hukumnya. Kondisi budaya hukum kurang terkait dengd
sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditand
dengan tingkat pelanggaran lallintas dan kejahatan yang
tinggi di dalam masyarakat.
Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih kurat
dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorups
masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhg
masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.
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Pilar

Kategori

Penjelasan

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai kural
akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukat
bahwa pemegang otoritas yang menjadi representg
pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidg
patuh pada peraturan. Bentulbentuk ketidakpatuhan
tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undand
undang pelayanan publik, masih tingginya terja(
pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelapord
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHK]
dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan paku
oleh aparat penegak hukum.

Cukup

Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingke
pemahaman yang cukup baik terkait hak konstitusiong
sedikit mengetahui mekanisme penyelesaia
permasalahan dan terkait kebijakan hukundan HAM,
Kemudian, sebagian masyarakat menyelesaik;
permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum deng
kondisi cukup terkait dengan sikap pengetahuan huku
masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggar
lalu lintas dan kejahatan yang rendah dalam masyarakat
namun masih terjadi.

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang cukup, dag
ditemukan antara lain dalam perilaku antikorups
masyarakat yang tinggi, dan sebagian masyarakat pat|
terhadap mekanisme dispensasi kawin.

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai cuki
akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukali
bahwa pemegang otoritas yang menjadi representg
pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap sebagi
patuh pada peraturan. Bentuibentuk tersebut artara lain
rendahnya  kepatuhan terhadap undangndang
pelayanan publik, masih terjadi pelanggaran HAM, pat
terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayae
Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahi
pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat peneg]
hukum.

Baik

Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memabhar
terkait hak konstitusional, mengetahui mekanism|
penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan huku
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Pilar

Kategori

Penjelasan

dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat Yyg
menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur huku
negara. Kondisi budaya hukum yang baik terkait deng|
sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditand
dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahaig
sangat rendah di dalam masyarakat.

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang baik, daf
ditemukan antara lain dalam perilaku antikorups
masyarakat yang tinggi dan patuhnya masyarak
terhadap mekanisme dispensasi kawin.

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai baik ak
didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahws
pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintg
dan lembaga hukum bersikap patuh pada peratura
Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antaradin patuhnya
terhadap undangundang pelayanan publik, rendahny;
tingkat terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhade
pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
(LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik @
perilaku oleh aparat penegak hukum.

Sangat Baik

Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahar
terkait hak konstitusional, mengetahui mekanism
penyelesaian permasalahan daterkait kebijakan hukum
dan HAM. Kemudian, banyak masyarakat vya
menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur huku
negara. Kondisi budaya hukum yang sangat baik terk]
dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, ju
ditandai dengan tingkat pelanggran lalu lintas dan
kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat.

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang sangat bg
dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupg
masyarakat yang sangat tinggi dan patuhnya masyaral
terhadap mekanisme dispensasi kawin.

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sang
baik akan didapatkan untuk indikator ini apabil
ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjal
representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikd
patuh pada peraturan. Bentulbentuk kepatuhan tersebut
antara lain patuhnya terhadap undangindang pelayanan|
publik, tidak terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadd
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Pilar

Kategori

Penjelasan

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
(LHKPN), dan tidak adanya pelanggaran kode etik ¢
perilaku oleh aparat penegak hukum.

Materi Hukum

Sangat
Kurang

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundan
undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupt
kesesuaian materinya tidak taat asas. Kondisi ini ju
didukung oleh sangat rendahnya kesesuaian Prolegr
dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sekaiitu, dari
tingkat partisipasi masyarakat juga keterlibatal
masyarakat yang terdampak dalam proses pembentuki
peraturan ternilai tidak ada partisipasi masyarakat dalal
pembentukan peraturan perundangundangan. Selain itu|
kondisi ini juga mencerminkan kidaksesuaian yang masi
baik antara UndangJdndang dengan UUD NRI Tahun 19|
Peraturan Pemerintah dengan UndaAgndang maupun
Peraturan PerundangJndangan.

Kurang

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturaperundang
undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupt
kesesuaian materinya kurang menaati asasas
pembentukan peraturan perundanguindangan, akan
tetapi sudah ada indikasi upaya mematuhi walaupu
belum ideal. Kondisi ini terjadi ketika sudah ad
kebutuhan hukum masyarakat yang terpenuhi olg
Prolegnas, walau belum seluruh kebutuhan ada dala
Prolegnas. Dalam hal tingkat partisipasi masyarak:
ruang keterlibatan masyarakat sudah tersedia tetaj
masih kurang aksesibel bagi masyarakat untl
menyuargkan masukan terhadap suatu rancangg
peraturan perundangundangan. Adapun dalam hg
kesesuaian materi muatan antara Undargndang
dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerir|
dengan UndangUndang maupun Peraturan Perundang
Undangan maka terdapat persease ketidaksesuaiar
yang masih cukup besar.

Cukup

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundan
undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupt
kesesuaian materinya sudah memenuhi asasas
pembentukan peraturanperundangundangan. Adapun|
dalam pemenuhan asassas tersebut kebutuhan hukun
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Pilar

Kategori

Penjelasan

masyarakat dalam Prolegnas sudah terakomodasi, tetg
belum tepat guna dengan urgensi yang ada di masyarak
Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, sudah g
ruang keterlibatan masyarakat yang dapat diakses tetg
arah diskusi terkait masukan masyakat terhadap
pemerintah selaku pemangku dari rancangan peraturg
perundang masih bersifat satu arah. Selain itu, dalam |
kesesuaian materi muatan antara Undargdndang
dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerir|
dengan UndangUndang maupun Peraturan &undang
Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuais
dalam taraf wajar.

Baik

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundan
undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupt
kesesuaian materinya sudah memenuhi asasas
pembentukan peraturan perundanguindangan dengan
cukup baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukuo
masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas deng
tepat guna, sehingga Prolegnas didominasi ol¢
rancangan peraturan perundangindangan yang berbasiy
kebutuhan masyarakat. Dalam hal partisipasi masyaraki
maka terdapat proses diskusi dan konsultasi rsyarakat
yang aksesibel dan terbuka bagi semua orang serta adal
keterbukaan pemerintah atas naskah akademik d¢
rancangan peraturan perundangindangan. Adapun,
dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undan
Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peratu
Pemerintah dengan Undang/ndang maupun Peraturar
PerundangUndangan maka terdapat persentas
ketidaksesuaian dalam tingkat rendah.

Sangat Baik

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundan
undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupt
kesesuaian materinya sudah memenuhi asasas
pembentukan peraturan perundangindangan dengan
sangat baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukn
masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas deng
ideal, sehingga Prolegnas terdiri atas rancangan peratur
perundangundangan yang berbasis  kebutuha
masyarakat berdasarkan asesmen kebutuhan masyarak
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Pilar

Kategori

Penjelasan

Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat juga tersed
ruang diskusi dua arah antara masyarakat dan pemerint
serta adanya keterbukaan pemerintah atas nask:
akademik yang memenuhi standar ilmiah atas rancangj
peraturan perundangundangan. Selanjutnyadalam hal
kesesuaian materi muatan antara Undargndang
dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerir
dengan UndangUndang maupun Peraturan Perundang
Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuais
yang sangat rendah.

Kelembagaan
Hukum

Sangat
kurang

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkg
tidak tersedia untuk menjalankan wewenang penangans
perkara. Begitu juga dengan kondisi sumber daya manu
yang minim secara kuantitas, sehingga memiliki beb;i
kerja yang beratdan rendah secara kualitas karena mini
peningkatan kapasitas terhadap personel yang ad
Termasuk, tidak disediakannya sarana prasarana ya
mampu mendukung jalannya layanan yang diberikan. H
ini menunjukkan tidak adanya perencanaan dan taj
kelola kdembagaan yang baik serta tepat sasaran dalg
memastikan berjalannya layanan di institusi penegakg
hukum.

Kurang

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perka
tersedia, namun tidak cukup karena tidak ada pengelola;
yang baik. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manu
yang ada, masih tinggi tingkat beban kerjanya dan tid;
ada peningkatan kapasitas terhadapersonel yang ada
Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk menduku
jalannya layanan hukum yang diberikan, namun mag
dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan belur
optimalnya perencanaan dan tata kelola kelembagag
institusi penegakan hukum.

Cukup

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perka
tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup. Namt
dalam hal pengelolaan anggaran, masih ditemt
hambatan dan belum optimal. Sementara itu, dalam h
sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ¢
sudah berada dalam kondisi seimbang, meskipun bely
ada peningkatan kapasitas terhadap personel. Sud;
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Pilar

Kategori

Penjelasan

mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukur
jalannya layanan hukum yang diberikan, namun mag
dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan sudah mul
baik perencanaan dan tata kelola kelembagaan instity
penegakan hukum.

Baik

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkg
tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup d;
pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimg
Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang a
beban kerja yang ada sudah berada dalam kond
seimbang, dan mulai diberikan peningkatan kapasite
terhadap personel meskipun masih minim. Sudah mul
tersedia secara masif sarana prasarana untuk menduku
jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belu
dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Habhii
menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagagd
institusi penegakan hukum sudah cukup baik.

Sangat Baik

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkg
tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup d;
pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimg
Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang a
beban kerja yang ada sudah berada dalam kond
seimbang, dan seluruh personel yang berwenang tel|
memeroleh peningkatan kapasitas yang diperlukal
Sarana prasarana untuk mendukung jalannya layan|
hukum yang diberikan telah tersedia secara merata dj
aksesibel bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal
menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagag
institusi penegakan hukum telah menjawab seluruy
kebutuhan yang ada.

Penegakan
Hukum

Sangat
Kurang

Kondisi initerjadi apabila semua variabel memeroleh skg
sangat kurang artinya semua variabel penegakan hukt
berada pada kondisi lemah, tidak berfungsi, atau tidg
tersedia.

Kurang

Kondisi ini terpenuhi apabila setidaknya 1 (satu) varial
mendapat skor dengan kategori baik, 1 (satu) varial

33



Pilar

Kategori

Penjelasan

mendapat skor sangat kurang, dan variabel lainnya bera|
pada kategori kurang.

Contoh:

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadild
berada dalam kondisi baik namun tingkat korupsi sang|
tinggi dalam penegakan hukum. Kemudian variabg
lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitu:
keadilan restoratif, penegakan HAM, eksekusi putusi
tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBI
berada pada kategori kurang atau di bawah kategq
cukup.

Cukup

Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 2 (dua) variab
mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 1 (sa|
variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidz
ada variabel yang mendapat skor di bawah kategq
kurang.

Contoh:

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadild
berada dalam kondisi sangat baik dan pelanggaran prins
fair trial dalam penegakan hukum sangat minin
Kemudian variabel lainnya dalam penegakan huku
(penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegaks
HAM, antikorupsi, eksekusi putusan, tingkat reintegrg
warga binaan pemasyarakatan (WBP)) tidak ada ye
mendapatkanskor di bawah kategori kurang.

Baik

Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 3 (tiga) variab
mendapat skor dengan kategori sangat badan 2 (dua)
variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidz
ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori cukt

Contoh:

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadild
berada dalam kondisi sangat baik dan tingkat residivisn
serta pelanggaran prinsipfair trial dalam penegakan
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Pilar

Kategori

Penjelasan

hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dala
penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilg
restoratif, penegakan HAM, antikorupsi, dan eksekt
putusan) setidaknya berada pada kondisi cukup.

Sangat Baik

Kondisi ini terpenuhi apabila semua variabel mendap|
skor sangat balik.

Informasi dan
Komunikasi
Hukum

Sangat
Kurang

Kondisi ini muncul apabila tidak ada sistem informa
hukum yang tersedia, sehingga pemanfaatan informg
hukum oleh masyarakatan LPH tidak berjalan.

Kurang

Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informa
hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan aksi
ke informasi tersebut mengalami banyak rintangan. Di g
lain, LPH belum mampu memanfaatkan informalsukum
secara berkelanjutan.

Cukup

Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informa
hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipu
secara kualitas informasi hukum masih perlu ditingkatkal
Selain itu, akses ke informasi hukum masihengalami
berbagai hambatan, meskipun masyarakat masih tetd
bisa mengaksesnya. Di sisi lain, LPH belum manm
memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.

Baik

Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informa
hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dar|
secara kualitas telah dinilai cukup baik oleh masyaraki
Akses informasi hukum relatif dapat dijangka
masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkd
informasi hukum untuk menambah pemahaman. Adapu
beberapa LPH dapat memanfaasi informasi hukum
secara berkelanjutan.

Sangat Baik

Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informa
telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memilil
kualitas yang bermutu. Masyarakat dengan mudg
menjangkau dan memahami informasi hukum yang ad
Masyarakat juga mampu memanfaatkan informasi huku
untuk membuat keputusan. Adapun, mayoritas LPH dag
memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan
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C. Keterbatasan Penghitungan Indeks
Pengukuran IndeksPembangunan Hukum (IPH) tahun 2025 ini memiliki keterbatasan
dalam pengukurannya yaitu:

1.

Ketiga jenis sumber data yang digunakan dalam pengukuran IPH tahun 2025 hanya
mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan tidak dapat
menggambarkan kondisi spesifik di masiAgasing provinsi.

Pengukuran IPH tahun 2025 masih dilakukan hanya pada 34 (tiga puluh empat)
provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun tersebut dan belum
mengakomodasi pemekaran provinsi.

Keterbatasan anggaran dalam pengukuran IPH tahun 2025 memengaruhi segi
jumlah responden survei masyarakat yang hanya dapat menyasar kepada 1.366
responden dari 34 (tiga puluh empat) provinsi.

Indeks Pembangunan Hukum merupakan pemaknaan Kementerian Hukum melalui
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan konsep sebelumnya dari
Kementerian PPN/Bappenas terhadap ruang lingkup pembangunan hukum di
Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan dtu literatur, studi
perbandingan indeks eksisting lainnya, konsultasi publik, serfacus group
discussiorbersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sehingga
menghasilkan struktur IPH yang ajeg saat ini.

Dalam kerangka konsep IPH tahun 2025 untuk indikator yang diukur dengan data
administrasi Kementerian/Lembaga (K/L) terdapat beberapa kebutuhan data yang
belum dapat dilengkapi oleh K/L. Hal ini dikarenakan data yang dimaksud tidak
disampaikan atau data tiak tersedia.
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HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2025

A. Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2025

IPH 2025 —PH 2023 1PH 2024
Skor Pilar 1
1
Rentang Skor IPH 2025 (0,8Q,00) '
0,0080,20 : Sangat Kurang A
0,2150,40 : Kurang
0,4180,60 : Cukup Skor Pilar 5 Skor Pilar 2
0,6150,80 : Baik
0,8151,00 : Sangat Baik [

Skor 2023 20257
|PH Skor Pilar 4 skor Pilar 3

Pilar 1. BudayaHukum (0,81)
Kepatutan Hukum Masyarakat (0,64)

Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional 0,92
Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum 0,47
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhaddfebijakan Hukum dan HAM 0,71
Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum 0,56
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum 0,48
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas

0,89
Tingkat Kejahatan 0,61
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak 0,80
Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat 0,77
Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin 0,20

Kepatutan Hukum Lembaga Hukum (0,97)

Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undahipdang Pelayanan Publik 0,92
Tingkat Pelanggaran HAM 0,99
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan 0,99
Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

1,00%

Pilar 2. Materi Hukum (0,61)
Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas (0,54)
Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyar@j&g

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundentzngan 0,51
Kesesuaian Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan (0,68)
Tingkat Kesesuaian Undangindang dengan UUD NRI Tahun 1945 0,66

57 Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pengukuran IPH 2025 yang mengukur
capaian tahun 2024 ini telah disampaikan bahwa hasil skor IPH tahun ini masih berada/sesuai dengan target capaian dalam
RPJMN

58 Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.7%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi
1,00 (skala 0-1)
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Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Untlaang 0,96
Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundaugdangan dengan Peraturan yang Setara 0,42
Pilar 3. Kelembagaan Hukum (0,67)
Anggaran Institusi Penegakan Hukum (0,89)

Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara 0,87

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran 0,91
Manajemen SumberDaya Manusia Institusi Penegakan Hukum (0,74)

Tingkat Kecukupan Personel 0,87

Tingkat Pengembangan Kapasitas Personel 0,56

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM 0,78

Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum (0,40)

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan 0,40
Pilar 4. Penegakan Hukum (0,64)
Penegakan Konstitusi (0,24)

Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi 0,24
Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum (0,63)

Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Priiiinsip Keadilan Restoratif

0,53
Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia 0,73
Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM (0,30)
Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM 0,19
Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat 0,42

Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum (0,97)
Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)L,00
Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

1,00°

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Posbakum di Peradilan00

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secdiitigasi dan Non Litigasi 0,86
Antikorupsi (0,62)

Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi 0,86

Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi 0,51

Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi 0,49
Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundangindangan (0,91)

Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil 0,89

Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahan@vérstaying) 0,93
Eksekusi Putusan Pengadilan (0,52)

Persentase Eksekusi Putusan Perdata 0,47

Persentase Eksekusi Putusan Pidana 0,97

Persentase Eksekusi Putusan TUN 0,12
Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (0,94)

Persentase Residivisme 0,94

59 Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.9%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi
1,00 (skala 0 - 1)
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Pilar 5. Informasi dan Komunikasi Hukum (0,67)
Ketersediaan Sistem Informasi Hukum (0,60)

Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum 0,69

Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum 0,52
Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum (0,74)

Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum 0,85

Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum 0,64
Pemanfaatan Informasi Hukum (0,66)

Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat

0,95
Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI) 0,36

B. Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2024

1. Pilar 1 Budaya Hukum

Pilar budaya hukum memeroleh skor 0,81 atau berada dalam rentang kategori
sangat baik. Dalam hal ini, semakin tinggi skor terselmuénunjukkan bahwa semakin baik
budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan lembaga hukum. Skor dari pilar ini
didapat dari 2 (dua) variabel, yaitu (1) Kepatutan Hukum Masyarakat dan (2) Kepatutan
Hukum Lembaga Hukum. Data pilar ini diperoleh melalui dadministrasi K/L dan survei
masyarakat. Adapun, penjelasan dari masHmgasing indikator dan kontribusinya terhadap
skor IPH 2025 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

a. Variabel 1.1 Kepatutan Hukum Masyarakat

Variabel ini memiliki skor 0,64 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini
diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu (1) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak
Konstitusional, (2) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian
Permasaldnan Hukum, (3) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum
Dan HAM, (4) Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum, (5) Tingkat
Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum, (6) Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, (7)
Tingkat Kejahatan (8) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak, (9) Tingkat Perilaku
Antikorupsi Masyarakat, dan (10) Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi
Kawin. Meski demikian, capaian skor tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun
2023 yang sebesar ®&. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut adalah
sebagai berikut:

1) Indikator 1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional
Indikator ini memiliki skor 0,92 atau berada dalam kondisi yang sangat baik
dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat pengetahuan hingga
pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sebagai warga negara.
Pengetahuan dan pemahaman menjadi aspsfang pertama kali dilihat dalam
budaya hukum dan pemahaman terhadap hak sebagai warga negara yang telah
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tercantum dalam konstitusi menjadi aspek fundamental untuk melihat kesadaran
hukum masyarakaf®

Grafik 3.1: Pemahaman Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara
(n =1.366)

Tidak memilikihak ~ 0.1%

Tidak Tahu 1.2%

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden 98.8% memiliki
pemahamanyang sangat baik terkait dengan hak sebagai warga negara. Hanya
sedikit, 1.3% responden yang tidak memahami bahwa sebagai warga negara, ia
memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh
Negara. Temuan ini masih sejalan dengahasil pengukuran IPH tahun 2023
mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang sangat baik terkait haknya
sebagai warga negaré&.Kemudian, pengukuran secara spesifik dilakukan terhadap
tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusionalnya yang terbagi
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemahaman dalam ranah hak sipil dan politik (sipol)
serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekogob

60 Friedman, The Legal System, 14.

61 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPl FHUI, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023. (Jakarta:
Kementerian/PPN Bappenas, 2024)
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Grafik 3.2: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Sipil dan Politik)
(n=1.366)

3.2%

Setiap orang boleh untuk dihukum mati jika pantas 58.7%

Siapapun wajib dilindungi haknya untuk bertahan hidup

72.9%
Setiap orang boleh membentuk keluarga seperti apa yang diinginkannya apabila
perkawinannya sah 67.9%
Setiap orang boleh memiliki keturunan melalui pernikahan 68.1%
Setiap anak harus dipastikan untuk dapat hidup secara layak tanpa adanya
kekerasan
Siapapun wajib diberi bantuan dan perlindungan ketika sedang memiliki masalah
hukum 74.7%
Setiap orang boleh menjadi anggota atau pegawai di kantor pemerintah 69.7%
Siapapun boleh beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing 63.4%
35.7%
Setiap orang boleh memiliki kepercayaan masing-masing walau kepercayaan 36.2%
tersebut tidak biasa 51.2%
Setiap orang boleh untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam
kelompok F 72.8%
Setiap orang boleh untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan siapapun 73.8%
Setiap orang harus dilindungi martabat dan asetnya apapun kondisinya 72.8%

Setiap orang tidak boleh dihina, direndahkan dan disiksa apapun alasannya 61.2%

34.6%

Setiap orang harus diperlakukan secara berbeda-beda bergantung dengan

" - 16.0%
identitasnya 2.3%

52.8%

m Sangat Tidak Setuju ~ mTidak Setuju  mSetuju  m Sangat Setuju

Berdasarkan grafik di atas, grafik tersebut menampilkan tingkat
persetujuan masyarakat sebagai responden yang disurvei terhadap berbagai
pernyataan mengenai hatak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi guna
melihat sejauh mana pemahaman para nesnden terhadap hak konstitusional.
1=;93J9 MEMEJ]] E9QGJAL9K J=KHGF<=F E=EADACA
<9F &a4K9F?9L K=LMBMA <A @9EHAJ K=EM9 @9C C(
yang tinggi mengenai prinsigprinsip hak asasi manusia/hak konstitusial.

Namun, terdapat beberapa isu yang masih menunjukkan ketidakpahaman atau
perbedaan pandangan adalah responden masih setuju terkait pelanggengan
hukuman mati (58.7%) dan setuju terhadap perlakuan non diskriminatif (16.0%).
Mayoritas responden juga meriki pemahaman yang baik terhadap hakak
konstitusional terkait hak sipil dan politik terutama kebebasan berekspresi (72.8%),
perlindungan martabat manusia (72.8%), kebebasan beragama (63.4%), hak hidup
layak (58.9%), dan perlindungan anak (58.8%). Dukamgerhadap hukuman mati
sangat tinggi yang menunjukkan adanya kontradiksi dengan prinsip hak hidup.
Dalam hal ini, hampir semua indikator menunjukkan tingkat persetujuan di atas



85% mengindikasikan pemahaman yang baik dan penerimaan luas terhadap-nilai
nilai HAM.

Grafik 3.3: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya)
(n = 1.366)
15.6%
Tidak semua orang boleh bersekolah dan berkegiatan seni budaya sesuka 63.0%
hatinya 18.8%
2.6%
26.2%
] S . . . " 63.2%
Anak yang tidak memiliki uang lebih baik bekerja saja daripada bersekolah iR
1.2%
0.4%
g it : - 6.3%
Setiap orang boleh memiliki jenis pekerjaan apapun yang diinginkan S
17.4%
15.5%
2.
Tidak semua orang boleh memperoleh gaji yang layak g
19.4%
2.8%
24.3%
) / 59.6%
Tidak semua orang pantas memperoleh layanan kesehatan yang baik BT

3.6%

0.6%
Setiap orang yang membutuhkan perlu diberikan bantuan sosial untuk 10.3%
meningkatkan derajatnya 72.4%
16.7%
0.3%
Setiap orang boleh memiliki harta, benda atau kepemilikan tertentu dan tidak 3.2%
boleh diambil seenaknya 73.5%
23.0%

m Sangat Tidak Setuju ~ mTidak Setuju  mSetuju  m Sangat Setuju

Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas, pada pemahaman masyarakat
terkait hak konstitusional terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, hasil temuan
juga menunjukkan kondisi pemahaman yang baik dari masyarakat. Sebanyak
75.9% responden setuju bahwa setiapang boleh memiliki jenis pekerjaan apapun
yang diinginkan. Lalu, 73.5% responden setuju bahwa setiap orang boleh memiliki
harta, benda, atau kepemilikan tertentu dan tidak boleh diambil seenaknya. Selain
itu, 63.2% responden memiliki sikap ketidaksetujuabahwa seseorang dalam
kategori anak yang tidak memiliki uang lebih baik bekerja saja daripada sekolah,
63.0% responden tidak setuju bila semua orang boleh tidak bersekolah dan
berkegiatan seni budaya, 62.3% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang
boleh memeroleh gaji yang layak, dan 59.6% masyarakat tidak setuju bila tidak
semua orang pantas memeroleh layanan kesehatan yang baik. Dari kondisi
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tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman baik
terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2) Indikator 1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme
Penyelesaian Permasalahan Hukum
Indikator ini memiliki skor 0,47 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur
melalui survei masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terkait mekanisme
penyelesaian permasalahan hukum.

Grafik 3.4: Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
(n=1.366)

2.0%

Apabila saya mengalami kejahatan misal pencurian, saya bisa melapor ke polisi atau pihak berwajib lainnya. L2 0.7%
B3.7%
0.9%
Apabila saya melanggar lalu lintas, saya tahu bahwa polisi dapat memberikan surat bukti pelanggaran (tilang) 2 U"’a -
87.2%
0.9%
. - 16%
‘Apabila saya melukai orang lain, saya bisa dilaporkan ke polisi dan dipenjara a7%
88.8%
0.7%
Apabila saya ketahuan membawa narkotika oleh polisi, saya bisa ditangkap dan dipenjara L 67%
90.9%
B.6%
Apabila saya menjadi korban kejahatan, saya boleh meminta ganti rugi dan tahu caranya
55.1%
Apabila saya mangalami masalah perceraian terkait harta gana-gimdan hak asuh anak, saya harus
menyelesaikannya melalui pengadilan
60.1%
Apabila saya i hukum terkait i keluarga, dan dan tidak
bisa ke pengadilan, saya dapat mencari sidang keliling di sekitar saya
jian dengan surat kontrak dan ada pihak yang melanggar isi kontrak, saya tahu
cara untuk melaporkannya ke Pengadilan untuk dapat ganti rugi
Apabila tanah yang saya miliki diambil atau ditempati tanpa izin, saya tahu cara melapor ke Pengadilan agar
tanah saya dikembalikan
Apabila ada satu tanah yang memiliki dua sertifikat, saya tahu cara meminta pembatalan terhadap salah satu
sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Apabila ada informasi yang saya butuhkan dari lembaga pemerintah, namun tidak bisa diakses, saya tahu
cara melaporkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Apabila data pribadi saya dicuri dan namun diam saja, saya tahu cara meminta
ganti rugi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Apabila saya mengalami penipuan secara online, saya bisa memilih menceritakan/viral di media sosial
karena lebih cepat membantu daripada melapor ke polisi
Apabila saya bertengkar/cekcok dengan tetangga di lingkungan sekitar rumah, saya bisa meminta bantuan
kepada ketua RT/RW atau kepala desa untuk menyelesaikan
79.7%

Apabila saya memiliki urusan hutang teman/kerabat yang tidak mau ,sayabisa
menggunakan jasa preman untuk membantu menagihnya

mTidaktshu wKurangTahu wAgakTahu mTahu

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden memiliki respon dan
pengetahuan yang beragam terkait dengan pemahaman mekanisme penyelesaian
permasalahan hukum. Pada isu pidana, pengetahuan paling tinggi terjadi, hal ini
terlihat responden familiar dan pabam bahwa beberapa kasus dapat diproses
melalui mekanisme tersebut, seperti mengetahui bila membawa narkotika dapat
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dilaporkan dan dipenjara (90.9%), mengetahui bila melakukan penganiayaan
hingga melukai orang lain dapat dilaporkan dan dipenjara (88.9%), mengetahui
terkait pelanggaran lalu lintas/tilang (87.2%), dan mengetahui cara melaporkan
pencurian (83.7%).

Kemudian, pada mekanisme penyelesaian secara informal, terlihat
responden juga sangat familiar dan paham, misalnya apabila terjadi konflik dengan
tetangga dapat meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa (79.7%) dan apabila
mengalami penipuanonline lebih memilih memviralkan di media sosial karena
dianggap lebih cepat (47.1%). Selain itu, pengetahuan menengah muncul pada isu
keluarga dan perdata, hal ini terlihat persoalan perceraian termasuk terkait harta
ganagini dan hak asuh dapat melalui mekanisgnpengadilan §0,1%), responden
mengetahui bahwa korban kejahatan dapat meminta ganti kerugian (55.1%),
mengetahui terkait tanah ditempati/diambil tanpa izin dapat melapor ke
Pengadilan (44.2%), dan mengetahui terkait kontrak/ingkar janji dapat melapor ke
Pengadilan unuk gugat perdata (40.8%).

Lalu, pengetahuan paling rendah ada pada mekanisme yang lebih teknis
dan jarang diakses oleh publik, yaitu sidang keliling dan mekanisme PTUN
(sengketa informasi/akses dokumen pemerintah, gugatan ganti rugi, dll). Di bagian
ini, jawaban tidak tahu/kurang @ahu cenderung lebih dominan, hal ini terlihat
responden tidak tahu terkait data pribadi dicuri/disalahgunakan dapat meminta
ganti kerugian (33.9%), tidak tahu terkait kebutuhan informasi dari lembaga
pemerintah tapi tidak bisa diakses, dapat melapor ke PNI{32.8%), dan tidak tahu
apabila terdapat sertifikat ganda dapat minta pembatalan di PTUN (28.9%).

3) Indikator 1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan
Hukum dan HAM

Indikator ini memiliki skor 0,71 atau berada dalam kondisi baik dan diukur
melalui survei masyarakat untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terkait
kebijakan hukum dan HAM di Indonesia pada 5 (lima) isu, yaitu keadilan restoratif,
bantuan hukum, penceghan perkawinan, antisuap dalam pelayanan publik, dan
perlindungan saksi dan korban.

Grafik 3.5: Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM
(n =1.369

Keadilan Restoratif
Bantuan Hukum

Pencegahan Perkawinan Anak

Kebijakan Anti Suap dalam Pelayanan
Publik

Perlindungan Saksi dan Korban

m Pernah Mendengar  m Tidak Pernah Mendengar
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Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa istilah kebijakan hukum dan
HAM yang paling banyak pernah didengar oleh responden adalah kebijakan terkait
pencegahan perkawinan anak (69.3%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik
(68.8%), kebijakan bantuan hukum (68.6%), dan kebijakan perlindungan saksi dan
korban (62.5%). Dalam hal ini, terlihat bahwa responden telah familiar dengan
keempat kebijakan hukum dan HAM tersebut. Berbeda dari pola tersebut, istilah
keadilan restoratif menjadi kebijakan dengan keterpaparan paling rendah bagi
responden, hanya sebanyak 36.7% yang pernah mendengar, sedangkan 63.3%
lainnya tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan bahwa istilah keadilan restoratif
E9OKA@ J=D9LA> &9KAF? Ayang gisudei. Ee&9nQaB JnAjigd K J = K
masih sejalan dengan pengukuran di tahun sebelumnya, menjadi sebuah catatan
bahwa pengetahuan terkait keadilan restoratif masih banyak yang belum
mengetahui.

Grafik 3.6: Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM

65.7%
61.6%
57.2% 56.1% 57.3%
5.7% 6.1%
1.2% 3.3%
8% 2%
3.2 0% 43 0% 20 2.1 1.
Keadilan Restoratif Bantuan Hukum Pencegahan Perkawinan  Kebijakan Anti Suap Perlindungan Saksi dan
(n=502) (n=937) Anak dalam Pelayanan Publik Korban
(n=947) (n=940) (n=854)
m Tidak tahu sama sekali m Sebagian kecil tahu/tahu sedikit

m Sebagian besar tahu/tahu banyak ~ m Sepenuhnya tahu/sangat memahami

Kemudian, dari tiap masyarakat sebagai responden yang pernah
mendengar masingmasing kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut, diketahui
bahwa pola pemahaman responden cenderung seragam di semua konsep, yakni,
E9QGJAL9K :=J9<9 H9<9L CAMSFL?9GAM KiK<=A @LLAMD FK
kebijakan perlindungan saksi dan korban (65.7%), kebijakan bantuan hukum
(61.6%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik (57.3%), kebijakan keadilan
restoratif (57.2%), dan kebijakan pencegahan perkawinan anak (56.1%gatse
keseluruhan, temuan ini memperlihatkan kondisi pemahaman masyarakat terkait
kebijakan tersebut belum mencapai angka 100% dan mengindikasikan bahwa
tantangan utama bukan pada pengenalan konsep, melainkan pada peningkatan
kualitas pemahamanagarmasya@9 L : =J?=J9C <9JA K=C=<9J a
AH9@9EA <9F E9EHM E=F?9ALCO9FFQ9 <=F?9F @9 (
seharthari.
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Grafik 3.7: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif
(n=1.366)
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0.7%
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35.7%
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Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa responden yang disurvei
pada umumnya mendukung kebijakan keadilan restoratif, terutama untuk prinsip
prinsip yang konkret. Hal ini terlihat sebanyak 79.2% responden setuju bahwa salah
satu bentuk keadilan regtratif adalah ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada
korban, 66.8% responden setuju bahwa dalam kebijakan keadilan restoratif bila
pelaku adalah anak, maka proses hukum menjadi pilihan yang paling terakhir, dan
49.4% masyarakat setuju Pemerintah mendmmg keadilan restoratif untuk
diterapkan di seluruh perkara.
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Grafik 3.8: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum

(n = 1.366)
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Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan
bantuan hukum, 82.1% responden setuju bahwa apabila masyarakat mengalami
permasalahan hukum dapat berkonsultasi secara gratis melalui Posbakum di
Pengadilan, 70.4% responden setujadanya jaminan bantuan hukum oleh
Pemerintah kepada semua kelompok miskin yang membutuhkan, dan 62.2%
masyarakat tidak setuju apabila masyarakat yang tidak memiliki ijazah tidak dapat
memeroleh bantuan hukum. Di sisi lain, terdapat temuan 49.0% masyarakaig
masih menganggap atau setuju apabila bantuan hukum gratis hanya diperuntukan
untuk kategori kelompok orang miskin saja. Temuan persepsi bahwa bantuan
hukum hanya untuk kelompok miskin saja tersebut perlu dibaca sebagai kombinasi
antara refleksi desai kebijakan dan makna sempit akses terhadap keadilan di
ruang publik. Hal ini menjadi fenomenpolicy feedbac, di mana skema bantuan
hukum di Indonesia yang membatasi penerima bantuan hukum dari kelompok
miskin sehingga masyarakat cenderung menginternalisasi bahwa negara hanya
berkewajiban hadir dan bantuan hukum gratis hanya untuk kelompok misRin.
"9D9E @9D AFAJ]l <9JA H=JKH=CLA> 9CK=K L=JC¢C
@9FQ9 MFLMC C=DGEHGC EAKCAFA : =JAKACG E=F
dan hambatan akses. Catatan Rekomendasi Kebijakan berdasarkan Hasil Survei
Kebutuhan Hukum Kelompk Rentan Tahun 2022 telah mencatat sejak awal bahwa

62 Policy Feedback adalah proses di mana kebijakan publik yang sudah ada memengaruhi perilaku, sikap, persepsi,
dan kapasitas individu, kelompok kepentingan, dan negara itu sendiri. Lihat Daniel Beland et. al, Policy Feedback How Policies
Shape Politics. Cambridge Elements Public Policy. 2022. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/

63 | ihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 5
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perlunya mencakupkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum dalam
revisi UndangUndang Bantuan Hukum yang tidak hanya berdasarkan status
ekonomi (miskin) namun juga faktor kerentanan lainnya. Terlebih usulan ini sejalan
dengan hasil rekomendasi Kdarensi Nasional Bantuan Hukum sejak tahun 2019
lalu.®*

Grafik 3.9: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perkawinan Anak
(n=1.369

2.2%
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Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkahijakan
pencegahan perkawinan anak. Sebanyak 67.1% responden setuju bahwa usia yang
diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun,
64.8% responden setuju Pemerintah mendorong pencegahan perkawinan anak di
bawah 19 tahun, dan B.8% responden tidak setuju bila permohonan perkawinan
sebelum berusia 19 tahun wajib dikabulkan oleh Pengadilan. Di sisi lain, terdapat
temuan sebagian besar atau sebanyak 70.1% responden setuju apabila anak belum
berusia 19 tahun dengan kondisi hamil has segera dinikahkan dan disetujui oleh
Pengadilan. Pola persepsi ini masih stagnan kondisinya seperti pada hasil temuan
pengukuran IPH 2023 di mana hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat
masih bertolak belakang, di satu sisi masyarakat setuju undeal menikah adalah
minimal 19 tahun ke atas akan tetapi masih banyak juga yang setuju pada kondisi
apabila anak di bawah 19 tahun hamil maka segera dinikahkan. Hal ini menjadi
catatan akan pentingnya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat
perihal dampak dan bahaya dari perkawinan anak terhadap perlindungan anak
serta pemahaman terkait batas minimal perkawinan menurut Undatindang
Perkawinan.

64 |ndonesia Judicial Research Society (IJRS), et. al. Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei
Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022. (Jakarta: IJRS, 2022), 15.
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Grafik 3.10: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Antisuap dalam Pelayanan Publik
(n= 1.366)
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Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan
antisuap dalam pelayanan publik, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif.
Sebanyak 66.0% responden setuju sebagian besar kantor layanan publik sudah
memiliki layanan untuk mel@orkan pungli atau melaporkan petugas yang
meminta uang di luar prosedur, 62.7% masyarakat setuju larangan memberikan
uang sebagai tanda terima kasih kepada petugas saat menggunakan layanan
publik, 60.2% responden setuju Pemerintah mendorong layanan pkbli
antikorupsi, dan 57.3% masyarakat tidak setuju apabila petugas kantor layanan
publik diperbolehkan meminta uang kepada masyarakat selama masyarakat
memberinya.
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Grafik 3.11: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban

(n = 1.366)
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Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan
perlindungan saksi dan korban, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif.
Sebanyak 76.5% responden setuju bahwa korban atau saksi suatu kejahatan perlu
diberikan perlindungan sesgera mungkin, 76.4% responden setuju bahwa salah
satu bentuk perlindungan bagi saksi dan korban adalah adanya rumah aman, 72.6%
responden setuju Pemerintah harus mendorong adanya perlindungan saksi dan
korban secara adil melalui LPSK, dan 60.5% masyaraiddk setuju jika untuk
mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban atau saksi harus ada
pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu.

4) Indikator 1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan
Hukum

Indikator ini memiliki skor 0,56 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur
melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman terkait
permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Dalam lingkup budaya hukum,
indikator ini berkaitan dengan konsep umk melihat kecenderungan masyarakat
mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum,
dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.

65sall y Engle Merry, AWhat is Legal Cu | Using lee@al GAllture,fed. Ddvid o pol ogi c a
Nelken (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012), 40,
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Grafik 3.12: Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum
(n =1.366)

Mengalami
Permasalahan
Hukum
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Berdasarkan grafik diatas, temuan menunjukkan bahwa mayoritas
masyarakat, sebanyak 62.6% tidak mengalami permasalahan hukum di sepanjang
tahun 2024. Meski demikian, sisi lain, masih ditemukan 37.4% masyarakat yang
pernah mengalami permasalahan hukum di sepanjang tahun 2024.

Grafik 3.13: Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami
(n =511)

52























































































































































































































































































































































































